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MOTTO

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).
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RUJUK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

DAN FIQH EMPAT MAZHAB

ABSTRAK

H a r u n

NIM: 2153010754

Rujuk merupakan suatu perbuatan yang umum terjadi di dalam masyarakat muslim di Indonesia, akan tetapi belum banyak bahasan yang mendalam mengenai hal ini. Kondisi tersebut berimplikasi kepada minimnya pengetahuan masyarakat yang berakibat pada disharmonisasi antara kebutuhan administrasi arsip-arsip kenegaraan dan kondisi empiris di lapangan. Ketentuan mengenai syarat administrasi terkait perbuatan rujuk menjadi tuntutan keabsahan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak menjadi rukun dan syarat dalam Fiqh Empat Mazhab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep dan perbandingan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dan menggunakan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan teori maslahah, teori istihsan, dan teori ‘urf dalam mengkaji variabel yang diteliti. Terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan rujuk yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab yang menjadi fokus penelitian. Ketiga perbedaan tersebut meliputi persoalan pencatatan rujuk, perlunya kehadiran saksi, dan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan ketiganya sebagai syarat sah administrasi yang sejatinya tidak dikenal di dalam Fiqh Empat Mazhab. Kendatipun terdapat perbedaan pandangan antara dua kutub hukum di atas, keduanya dapat dipadukan dengan mengedepankan kemaslahatan dan tuntutan perkembangan zaman demi menjamin kepastian hukum perbuatan rujuk yang dilakukan.

(Kata Kunci: Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Empat Mazhab)

v

REFERENCES IN COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND FOUR ISLAMIC SCHOOL OF FIQH PERSPECTIVE

ABSTRACT

H a r u n

NIM: 2153010754

Referred to is a common practice in Muslim societies in Indonesia, but there are not many deep issues in this regard. This condition implies the lack of public knowledge which results in disharmony between the administrative requirements of state archives and empirical conditions in the field. The terms of the administrative terms related to the act of referring to the claim of validity according to Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 about Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Indonesia/KHI), but not being the norm and conditions in the Four Islamic School of Fiqh. This research is a qualitative research with concept and comparison approach. The nature of this research is analytic descriptive and uses data source obtained from library research. Researchers use maslahah theory, istihsan theory, and ‘urf theory in studying the variables studied. There are some differences between the terms of reference set forth in the Compilations of Islamic Law (KHI) and Four Islamic School of Fiqh which are the focus of research. The three differences include the issue of benchmarking, the need for witness attendance, and the consent of the wife. The Compilation of Islamic Law (KHI) makes them the legitimate legal requirement of the administration that is not known in Four Islamic School of Fiqh. Although there is a difference in the views between the two poles of the above law, both can be combined with the advancement of the benefits and demands of the development of the age in order to guarantee the legal certainty of the acts committed. (Keywords: Refer, Compilation of Islamic Law, Islamic Law Compilation, Four Islamic School of Fiqh)

vi

الرجوع إلى تجميع المدافع الفقه وأربع مدارس

الملخص

هارون

٢١٥٣٠١٠٧٥٤

الرجوع يشكل عمال مشتركا للمجتمع اإلسالمي في إندونيسيا، ولكن ليس كثيرا مناقشة هذا الشرط يعني عدم وجود المعرفة العامة التي أسفرت عن التنافر .متعمقة حول هذه النقطة األحكام .بين احتياجات اإلدارة من أرشيف الدولة والظروف التجريبية في هذا المجال المتعلقة المتطلبات اإلدارية األفعال المتعلقة تشير إلى صحة االدعاء بموجب قانون تجميع

· ولكن ليس على المبادئ واألوضاع في (Kompilasi Hukum Islam/KHI) اإلسالمية طبيعة هذا البحث .هذه الدراسة هو منهج البحث النوعي ومفهوم المقارنة .أربع مدارس الفقه واستخدم .هو الموارد وصفية وتحليلية لبيانات تم الحصول عليها من األدب البحوث الباحثون فائدة النظرية، نظرية استحسان، ونظرية "المتغيرات المخصصة التي شملتها هناك بعض االختالفات بين شروط الرجوع إلى تلك المنصوص عليها في الشريعة .الدراسة الفرق الثالث ينطوي على .وأربع مدارس الفقه هي محور البحث (KHI) اإلسالمية تجميع تجميع الشريعة اإلسالمية .مسألة تسجيل البريد، والحاجة إلى وجود الشهود، وموافقة الزوجة يجعل الثالثة له كشرط لإلدارة، والتي في جوهرها غير معترف به في أربع مدارس (KHI) وإن كانت هناك اختالفات بين القطبين فوق القانون، فإنها يمكن أن تكون جنبا إلى .الفقه

.جنب مع متقدمة، ويدعي فائدة من األوقات من أجل ضمان اليقين القانوني راجع الفعل حدث (الكلمة المفتاحية: استشر، مجموعة من الشريعة اإلسالمية، الفقه أربعة الطائفة)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rujuk merupakan hal yang umum terjadi di dalam masyarakat muslim di

Indonesia. Jika perceraian memiliki konotasi yang negatif, maka tidak demikian dengan rujuk. Rujuk selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif di mana di dalamnya terdapat penyatuan kembali ikatan perkawinan antara dua insan yang sebelumnya sempat terputus. Apabila perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt, maka sebaliknya secara logika rujuk berperan sebagai peredam amarah Allah swt. sekaligus menghilangkan keibencian-Nya.

Rujuk adalah suatu perbuatan terpuji, di mana harapan menggapai tujuan pernikahan menjadi muncul kembali. Tujuan pernikahan berupa keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam koridor ibadah kepada Allah swt., kembali dapat diupayakan oleh sepasang suami-istri.

Berkenaan dengan rujuk, Allah swt. berfirman di dalam Alquran Surat Al-

Baqarah/2 ayat 228-229:
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Artinya:
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Berkenaan  dengan  ayat  di  atas,  Muhammad  Quraish  Shihab  menafsirkan

bahwa dalam konteks suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai

hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan

kewajiban
terhadap
istri;
keduanya
dalam
keadaan
seimbang,
bukan
sama.

Dengan demikian, tuntutnan ini menuntut kerjasama yang baik –pembagian kerja
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yang adil antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Adapun derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu, tulis Guru Besar para Mufassir, Ibnu Jarir al-Thabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.1

Ahmad Muhammad al-Hushari menafsirkan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut bermakna bahwa rujuk secara syar‟i yang dikehendaki adalah bersatu kembali mewujudkan perdamaian bukan membuat muhdarat dan sakit pada perempuan dan bagi suami secara zhahirnya boleh mengajukan rujuk dengan benar pada perempuan yang ditalaknya yang masih dalam masa „iddahnya dan menggaulinya dengan baik.2

Peristiwa rujuknya sepasang suami-istri tentunya akan berindikasi kepada kembalinya keutuhan rumah tangga yang berdampak positif terhadap seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak yang kebanyakan menjadi korban dari suatu perceraian. Dalam sudut pandang yang lebih luas lagi, menurut peneliti, rujuk memiliki arti penting terhadap ketahanan bangsa dan negara. Sebab ketahanan bangsa dan negara dimulai dari keutuhan keluarga batih (nuclear family) sebagai kesatuan kelompok terkecil di dalam masyarakat.

Kendatipun nikah dan rujuk merupakan bentuk ikrar penyatuan sepasang manusia keduanya tetap memiliki perbedaan. Telah maklum bahwa perkawinan
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1 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, Vol. 1,
(Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 492-493.

2 Ahmad Muhammad al-Hushari, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 436.
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tentu membutuhkan mahar/mas kawin, wali, saksi, dan bahkan kebanyakan digelar dengan prosesi walimah (resepsi). Kondisi yang berbeda terjadi pada rujuk, rujuk tidaklah membutuhkan mahar dan tidak pula memerlukan prosesi walimah.

Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat saat ini ialah masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana konsep dan praktik rujuk itu sesungguhnya. Apakah rujuk dapat terjadi hanya melalui sekedar ucapan lisan dari suami kepada istrinya atau rujuk cukup serta-merta terjadi setelah dilakukan hubungan suami-istri saja. Bagaimana pula urgensi dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa sepasang suami-istri telah melakukan rujuk. Selanjutnya, apakah rujuk tersebut memerlukan persetujuan istri atau merupakan hak penuh seorang suami dalam hukum keluarga Islam.

Fakta lain yang dapat ditemukan di lapangan ialah masih ada rujuk yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Misalnya dalam kasus rujuk atas nama pasangan suami istri: Edi Gunawan dengan lka Wulandari di Desa Sari Mulyo, dan pasangan suami istri: Zainal Abidin dengan Siska di Desa Padang Kuas.3 Rujuk yang dilakukan oleh kedua pasang suami-istri yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tersebut tidak melalui proses pendaftaran sehingga kepastian hukum keperdataan sebagai akibat hukum dari rujuk mereka tidak diakui menurut sistim hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka beralasan bahwa mereka tidak tahu-menahu bahwa rujuk itu haruslah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, belum lagi banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi
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3 Data pra-peneltian diperoleh dari wawancara dengan petugas-petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu pada tanggal 23 Februari 2017.
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sehingga mereka berpendapat bahwa prosedur yang demikian terlalu rumit. Disamping itu rujuk masih dianggap sebagai suatu hal yang privasi. Padahal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal l0 dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Terdapat beberapa prosedur rujuk yang ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi proses pencatatan rujuk dan syarat-syarat rujuk. Pada proses pencatatan rujuk perlu diperhatikan bahwa orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan untuk rujuk dari kepala Desa/Lurah tempat berdomisili, Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dicatat, maka dilakukan terlebih dahulu rangkaian pemeriksaan yang membuktikan apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk atau tidak, apakan rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj‟i atau sudah melewati masa dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah benar-benar mantan istrinya atau bukan, serta apakah ada penetujuan mantan istri mengenai rujuk tersebut atau tidak.4

Berdasarkan Pasal 163 sampai Pasal 169 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa prosedur yang mengikat pelaksanaan rujuk. Apabila prosedur yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka keabsahan rujuk menjadi gugur di hadapan hukum negara, dengan


4 https://bengkulu.kemenag.go.id/files/bengkulu/file/file/dokumen/wvhc1349316523,pdf (diakses pada hari Rabu, 18 Januari 2017, pukul 11.59 WIB)
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kata lain rujuk menjadi cacat hukum dalam pandangan hukum positif Indonesia. Persoalan keridaan istri misalnya, dalam Pasal 176 ayat (2) disebutkan bahwasanya suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Apabila pasal tersebut dihadapkan secara diametral dengan keumuman pemahaman masyarakat, maka akan terlihat disharmonisasi sebab di dalam masyarakat dipahami bahwa hak rujuk tersebut sepenuhnya adalah milik suami sesuai dengan ijma‟ ulama, di mana suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj‟i selama masa iddah, tanpa memperhatikan persetujuan istri maupun wali.

Persoalan lainnya ialah mengenai kehadiran saksi dalam rujuk. Kewajiban kehadiran saksi di dalam rujuk terdapat di dalam Kompilasi Hukum lslam (KHI). Pada Pasal 167 ayat (4) didapati ketentuan bahwasanya di dalam proses rujuk diwajibkan bagi pihak-pihak untuk mendatangkan saksi untuk dimintakan tangannya pada kolom saksi rujuk di dalam buku pendaftaran rujuk. Dengan kata lain, hukum menghadirkan saksi rujuk menjadi sebuah syarat sah suatu perbuatan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keadaan demikian lagi-lagi tidak sama dengan apa yang dinyatakan oleh para imam mazhab di dalam kitab-kitab mereka.

Agar lebih sistematis dan dapat dideskripsikan pertentangan di antara kedua variabel yang akan diteliti, peneliti memuat keterangan singkatnya dalam bentuk tabel di bawah ini:
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Tabel 1.

Perbandingan Konsep Rujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dan Fiqh Empat Mazhab

	
	No.
	
	
	Obyek yang
	
	
	Konsep Kompilasi
	
	
	Konsep Fiqh Empat
	

	
	
	
	
	Diteliti
	
	
	Hukum Islam
	
	
	Mazhab
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Syarat Sah Rujuk
	
	
	Syarat sah
	
	
	Sesuai fiqh masing-
	

	
	
	
	
	
	
	(KHI pasal 163-169)
	
	
	masing mazhab
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Pendaftaran &
	
	
	Wajib Tercatat
	
	
	Tidak ada pencatatan
	

	
	
	
	Pencatatan Rujuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	Kehadiran Saksi
	
	
	Wajib hadir
	
	
	Saksi hanya sebatas
	

	
	
	
	Rujuk
	
	
	(KHI Pasal 167 ayat [7])
	
	
	kehati-hatian saja
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	Izin Istri
	
	
	Wajib ada persetujuan
	
	
	Tidak perlu izin istri
	

	
	
	
	
	
	
	(KHI Pasal 176 ayat [2])
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Berdasarkan tabel di atas didapati konsekuensi logis bahwasanya terdapat perselisihan antara syarat sah rujuk menurut Kompilasi Hukum lslam (KHI) dan syarat sah rujuk menurut Fiqh Empat Mazhab. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya pencatatan rujuk dan kehadiran saksi-saksi ditambah dengan memperhatikan persetujuan dari istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) rujuk yang tidak tercatat adalah tidak memenuhi persyaratan administrasi rujuk. Kehadiran saksi juga menjadi syarat wajib bagi pasangan suami-istri yang akan melakukan rujuk, sebab dibutuhkan dua orang saksi yang akan menandatangani berkas rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Selain menuntut adanya pencatatan rujuk dan kehadiran saksi-saksi dalam rujuk, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengharuskan adanya persetujuan dari istri. Manakala istri tidak setuju terhadap usulan rujuk dari pihak suaminya, maka rujuk tidak dapat dilakukan.

Kewajiban memenuhi ketiga syarat di atas tidak ditemukan di dalam fiqh empat mazhab. Fiqh empat mazhab tidak menjadikan ketiganya sebagai persyaratan suatu perbuatan rujuk. Dengan kata lain, suatu perbuatan rujuk akan
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diakui keabsahannya walaupun tanpa pencatatan rujuk, tanpa kehadiran saksi rujuk, dan tanpa persetujuan/keridhaan istri.

Berbicara lebih jauh mengenai urgensifitas syarat sah dalam suatu amaliyah, maka konsekuensinya ialah terdapat beberapa syarat rujuk yang dipandang sah menurut ilmu fiqh namun belum dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat-syarat rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung diabaikan jikalau setiap pasangan suami-istri yang akan melakukan rujuk hanya berpatokan kepada syarat sah menurut fiqh. Keadaan tersebut dapat peneliti deskripsikan ke dalam sebuah contoh, misalnya seseorang yang melakukan perbuatan rujuk tanpa melakukan pencatatan (rujuk bawah tangan) dan tanpa dihadiri oleh saksi tetaplah sah menurut perspektif Fiqh Empat Mazhab, sekalipun belum memenuhi syarat sah rujuk dalam kacamata Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan syarat sah rujuk, keharusan pendaftaran dan pencatatan rujuk, keharusan kehadiran saksi rujuk, dan persetujuan istri dalam suatu perbuatan rujuk merupakan problematika yang berakibat hukum kepada terjadinya dualisme peraturan hukum dalam masyarakat. Ambiguitas dapat muncul terkait aturan mana yang akan dipakai oleh masyarakat.

Pencatatan rujuk, kebutuhan akan kehadiran saksi-saksi, dan persetujuan istri sebelum rujuk dilakukan adalah beberapa fenomena yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut oleh peneliti. Disharmonisasi antara ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab fiqh yang dimiliki oleh keempat mazhab yang ada menjadi perlu mendapatkan perhatian sehingga mendesak untuk
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ditemukan akar permasalahannya sekaligus titik temu diantara keduanya. Berbedanya ketetapan empat imam mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang proses pelaksanaan rujuk tidak terlepas dari dalil-dalil dan perkembangan hukum yang ditentukan oleh peralihan zaman dan keadaan.

Hal-hal di atas menjadi minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan ke dalam sebuah tesis dengan judul “Rujuk dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab?

2. Bagaimana titik temu antara konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab;

2. Untuk mengetahui titik temu antara konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat

diambil beberapa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara teoritis, peneliti ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam khususnya di bidang rujuk.

2. Secara praktis, penelitian ini akan menjadi masukan bagi umat Islam yang akan melaksanakan rujuk sehingga sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa peneliti tentang rujuk yang memiliki kaitan

dengan tema yang diangkat dalam tesis  ini, yaitu :

1. Tesis Anggi Oktarini (2009) yang berjudul “Talak dan Rujuk dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

(UNIB).5 Dalam rumusan masalahnya, Anggi Oktarini mempertanyakan macam-macam talak dan rujuk dalam perspektif hukum perkawinan Islam serta relevansi penerapannya di berbagai daerah. Penelitian dalam Tesis ini menghasilkan pembahasan yang secara umum meliputi hal-hal berkenaan dengan talak dan rujuk secara umum saja yang dikaitkan dengan penerapan hukumnya di beberapa daerah.

2. Tesis  Maulana  Malik  Ibrahim  (2011)  yang  berjudul  “Hak  Istri  Menolak

Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj‟i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan


5 http://repository.unib.ac.id/3591/ (diakses hari Rabu 18 Januari 2017, pukul 11.05 WIB).
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Hak Asasi Manusia”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.6 Maulana Malik Ibrahim mempertanyakan hak istri dalam menolak rujuk dalam kacamata Kompilasi Hukum Islam, kemudian menjelaskan keterkaitan hak menolak rujuk sebagai bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Menurut Maulana Malik Ibrahim, seorang istri sebagai subyek hukum memiliki hak dalam sudut pandang hak asasi manusia termasuk di dalamnya menolak untuk rujuk dengan suaminya.

3. Jurnal Syariah oleh Raihanah Abdullah dan Zulzaidi Mahmod (2010) yang berjudul “Rujuk: Peruntukan Undang Undang dan Pelaksanaannya di

Malaysia”, Shariah Journal Jil. 18, Bil. 1 (2010) 25-52, Vol. 18, No. 1 (2010) 25-52, Associate Professor, Departemen of Syariah and Law, Academy of Islamic Studies, Universiti of Malaya, Kuala Lumpur. Kedua penulis mempersoalkan pelaksanaan undang-undang mengenai rujuk di negara Malaysia. Jurnal ini memuat tentang kesesuaian teori dan praktik berkenaan dengan Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk (PNCR) dalam jabatan Agama Islam dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JAWI).7

Terdapat beberapa perbedaan baik dari segi substansi maupun dari segi metodologi penelitian antara penelitian yang peneliti lakukan dengan ketiga penelitian terdahulu di atas. Adapun beberapa perbedaan substansi dan metodologi Tesis ini dapat dijelaskan dalam beberapa butir berikut:


6 http://etheses.uin-malang.ac.id/2528/5/07210053_Bab_1.pdf, diakses pada hari Rabu 18 Januari 2017, Pukul 11.17 WIB).
7 http://repository.um.edu.my/80851/1/Rujuk%20-%20JS.pdf (diakses pada hari Jum‟at tanggal 24 Februari 2017, pukul 07.41 WIB).
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1. Peneliti lebih berfokus kepada persoalan pencatatan rujuk, kehadiran saksi rujuk, dan keridhaan istri dalam rujuk dalam menggunakan pendekatan perbandingan saat menganalisis konsep rujuk dalam kedua variabel yang diteliti;

2. Peneliti mencari titik temu dan berusaha memadukan antara Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu peraturan nasional dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fiqh Empat Mazhab sebagai peraturan yang dipatuhi oleh umat Islam, sehingga didapatkan argumentasi hukum yang relevan mengenai konsep rujuk di Indonesia beserta derivasinya.

F. Kerangka Teori

Teori al-Maslahah al-Mursalah merupakan hasil pemikiran dari Imam Malik,

pendiri Mazhab Maliki kemudian dikembangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan Muhammad „Izzuddin ibnu Abdis Salam. Para ahli ushul memberikan defenisi al-Maslahah al-Mursalah yaitu: “Memberikan hukum syara‟ kepada sesuatu kasus yang tidak dapat dalam nash atau ijma‟ atas dasar memelihara kemaslahatan”.8 Berbicara mengenai kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan, yaitu:

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Alquran atau Hadis. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti hifdz al-nafs, hifdz al-maal, dan lain-lain;

2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan ansh syara‟ yang qath‟i. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin al-Thufi dari


8
A.  Djazuli,  Ilmu  Fiqh:  Penggalian,  Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 86.
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Mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang dzanni, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama;

3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara‟, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama menolak penggunaan

istihsan juga menolak penggunaan al-maslahah al-mursalah ini.9 Menggunakan al-maslalah al-mursalah tanpa persyaratan-persyaratan

tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan-persyaratan penggunaan maslahat agar tetap ada di dalam nilai-nilai syariat. Berikut ini beberapa persyaratan yang dimaksud:

1. Al-maslahah al-mursalah tidak boleh bertentenangan dengan maqashid al-syari‟ah, dalil dalil kulli, semangat ajaran Islam, dan dalil-dalil juz‟i yang qath‟i wurudh dan dalalahnya;

2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudaratan;

3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum;

4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.10 Al-Maslahah al-Mursalah yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu

ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan di mana syar‟i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan


9 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam…, h. 86.
10 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam…, h.
87.
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atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatakannya.11

Bahwa pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka; padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akihat perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.12 Selanjutnya, kemaslahatan di mana syar‟i mensyariatkan berbagai hukum untuk mewujudkannya dan menunjukkan pengakuannya dalam berbagai illat terhadap apa yang disyariatkannya, maka dalam istilah ahli ilmu ushul fiqh disebut dengan maslahah mu‟tabarah dari syarinya. Misalnya pemeliharaan kehidupan manusia. Syar‟i mensyariatkan kewajiban qishash terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja untuk merealisasinya. Misalnya lagi ialah pemeliharaan harta manusia dimana syar‟i mensyariatkan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun wanita dalam rangka mewujudkannya. Contohnya lagi, pemeliharan kehormatan mereka, yang mana syar‟i telah mensyariatkan untuknya hukuman


11 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116.
12 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh…, h. 116.
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dera (cambuk) kepada penuduh zina pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing dari pembunuhan sengaja pencurian, tuduhan zina, dan zina merupakan sifat yang atasnya berarti merealisasikan kemaslahatan. Sifat itu diakui oleh syar‟i, karena syar‟i membangun hukum berdasarkan kepadanya.13 Adapun contoh dari al-maslahah al-mursalah ialah pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum.14

„Urf ialah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.15 Ia dikenal juga dengan sebutan al-‟Adah atau adat istiadat/kebiasaaan yang umum berlaku di dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal ini Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa „urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan. Ia juga disebut adat. „Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit.16

Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh Islam. Walaupun demikian, pengakuan tersebut tidaklah


13 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh…, h. 117.
14 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukium dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 121.
15 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam…, h.
88.

16 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh..., h. 123.
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mutlak, teapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistim yang tertutup secara ketat. „Urf yang sahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.17

Terdapat beberapa syarat „urf yang bisa diterima oleh hukum Islam, yaitu: Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alquran atau Hadis; pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan; telah berlaku secara umum, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.18 Contoh dari „urf misalnya ialah ketentuan-ketentuan adat yang tidak tertulis dan berlaku di seluruh daerah, kenduri, sedekah ruah (ruahan), termasuk di dalamnya peringatan haul dan semacamnya.

„Urf yang memenuhi persyaratan di atas digunakan oleh beberapa ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada „urf ahli Madinah, Imam Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan „urf. Imam Syafi‟i mempunyai qaul qadim dan qaul jadid antara lain disebabkan karena „urf yang berbeda. Perbedaan-perbedaan di sini adalah disebabkan perbedaan tempat dan zaman, bukan karena perbedaan argumentasi

dan alasan.19


17 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam…, h.
89.

18 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam...
19 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam...
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Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbath hukum oleh dua imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai, pemakaian istihsan merambah 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh ilmu (fiqh), sementara itu murid-murid Abu Hanifah, seperti diceritakan Imam Muhammad bin Hasan, tidak sejalan dengan gurunya sebab istihsan dipandang tidak jelas kriterianya. Al-Syathibi mengakui bahwa kaidah istihsan menurut Imam Malik berdasarkan kepada mengutamakan realisasi tujuan syariat. Hal itu menunjukkan bahwa istihsan sebagaimana akan terlihat dari definisi yang diberikan oleh golongan Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal tujuan itu harus terlaksana seoptimal mungkin.20 Imam Abu al-Hasan al-Karkhi mendefinisikan bahwa ishtihsan ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa istihsan, apapun bentuk maupun macamnya, terbatas pada masalah juz‟iyyah. Dengan kata lain, seorang ahli fiqh dalam memecahkan masalah juz‟iyyah itu terpaksa menggunakan dalil istihsan agar


20 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 19-20.
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tidak terjadi pemakaian kaidah yang tidak lain adalah qiyas secara berlebihan (melampaui batas) sehingga jauh dari ruh dan makna syara‟.

Sementara itu, Ibnu al-Anbary, seorang ahli fiqh dari Mazhab Maliki, memberikan definisi bahwa istihsan ialah memilih menggunakan maslahah juz‟iyyah yang berlawanan dengan qiyas kully. Definisi ini seirama dengan definisi yang diberikan oleh Ibnu Rusyd, yang mengemukakan bahwa istihsan yang banyak dipakai dalam istinbath hukum ialah mengesampingkan dalil qiyas yang menjurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan kepada kasus-kasus tertentu karena adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya. Imam Abu al-Hasan al-Karkhi membagi istihsan kepada empat macam yaitu:

1. Meninggalkan dalil karena urf;

2. Meninggalkan dalil karena ijma‟;

3. Meninggalkan dalil karena maslahat;

4. Meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghindarkan masyaqat.21
Istihsan merupakan instrumen penting dalam fiqh yang dapat digunakan dalam persoalan fiqh sehari-hari. Contoh sederhana dari istihsan ini ialah penggunaan rambu-rambu lalu-lintas untuk ketertiban di jalan raya, penggunaan helm dan persoalan administrasi lainnya semisal akta lahir, akta kepemilikan tanah, dan lain-lain.


21 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, h. 401.
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G. Metode Penelitian

Peneliti  menggunakan  metode  penulisan  hukum  yang  secara  umum

berpatokan kepada buku pedoman Program Pascasarjana lnstitut Agama Islam Negeri Bengkulu.22 Sedangkan secara metodologis, peneliti menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku penelitian hukum normatif yang relevan. Untuk lebih lengkap, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Secara  metodologis,  penelitian  ini  berjenis  kualitatif  dengan  penelitian

kepustakaan (library research), dimana metode penelitian ini kerap digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.23 Sedangkan menurut tujuannya penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Peneliti akan menganalisis kedua konsep serta praktik rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab sehingga didapatkan relevansi antara keduanya.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparation approach).24 Pada pendekatan konsep, peneliti tidak beranjak dari aturan-aturan baku yang telah ditentukan oleh Alquran, Hadis, dan kitab-kitab perbandingan mazhab, dan


22 Rohmin, dkk., Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjan IAIN Bengkulu, (Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2015).

23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013),h. 177.
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regulasi pemerintah. Sedangkan pada pendekatan perbandingan, peneliti akan memperbandingkan konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan konsep rujuk menurut fiqh empat mazhab.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, di mana peneliti berusaha untuk

menjelaskan keadaan yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta-fakta dengan diiringi oleh analisis yang memadai sebagai upaya guna memperoleh solusi.

4. Sumber Data

Peneliti akan menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah disampaikan di atas. Sumber data yang akan peneliti gunakan diantaranya adalah: buku, teks, monografi, review, buletin, jumal, Tesis, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.25 Adapun dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, ia dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.26 Adapun sumber data yang akan peneliti gunakan terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Bahan hukum primer yakni beberapa kitab perbandingan mazhab fiqh diantaranya ialah: “Fiqh Empat Mazhab” karya Muhammad bin

Abdurrahman
al-Dimasyqi27
(Hanabilah),
Fikih
Empat
Mazhab
karya


25 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
h. 23.

26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82.
27 Muhammad bin „Abdurrahman al-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi,
2013).
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Abdurrahman al-Juzairi28 (Syafi‟iyyah) kitab “Bidayatu al-Mujtahid” karya Ibnu Rusyd (Malikiyah).29 Selain kitab-kitab perbandingan mazhab di atas, peneliti juga menggunakan kitab-kitab fiqh yaitu: al-Umm30 dan Musnad31 karya Imam Syafi‟i, Minhaj ath-Thalibin32 karya Imam Nawawi, juga 3 (tiga) kitab mazhab Hambali yang berjudul al-Mughni,33 Mihajul Qashidin,34 dan Umdatul Fiqh.35 Adapun alasan pengambilan sumber data dari buku-buku di atas ialah untuk praktisnya penelitian dan singkatnya rentang waktu yang diberikan kepada peneliti. Di samping itu, peneliti menggunakan lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pembanding di samping kitab-kitab fiqh empat mazhab;

b. Bahan hukum sekunder berupa kitab Hadis terjemahan yaitu: “Bulughul Maram" karya Ibnu Hajar al-Asqalani,36 kitab fiqh yang berjudul “Kifayatul Akhyar” karya Taqiyuddim Abu Bakar bin Muhammad al-Hushaini,37 kitab fiqh “Fathul Mu‟in” karya Zainuddin „Abdul „Aziz al-Malibariy,38 ditambah dengan literatur lain yang membahas mengenai fiqh misalnya buku terjemahan karya penulis luar negeri seperti buku yang berjudul “Fikih Islam

Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi‟i” karya Mustafa


28  Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat madzhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2015).

29 Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid, (Semarang: C.V. Asy Syifa‟, 1990).
30 Imam Asy-Syafi‟I, Al Umm, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).
31 Imam Syafi‟i, Musnad Imam Syafi‟i, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
32 Imam Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin, Jilid 2, (Fikih Imam Syafi‟i), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2016).

33 Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).
34 Ibnu Qudamah, Minhajul Qashidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
35 Ibnu Qudamah, Umdatul Fiqh, Solo: Al-Qowam, 2014).
36 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Bandung: Jabal, 2011).
37 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Jilid 1 dan 2, (Surabaya: Bina Iman, tt.).
38 Zainuddin „Abdul „Aziz al-Malibariy, Fathul Mu‟in, Jilid 1-3, (Kudus: Menara Kudus,
1980).
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Dib al-Bugha,39 di samping itu ada pula buku-buku yang ditulis oleh penulis lokal salah satunya buku berjudul “Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam” karya A. Djazuli,40 dan lain sebagainya;

c. Bahan hukum tersier yang akan mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedi, atau buku pintar. Seperti “Kamus Pintar

Islam” karya Mohammad A. Syuropati,41 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi

dokumentasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Selanjutnya dilakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum di atas, kemudian membuat catatan-catatan dan/atau melakukan hal-hal yang dianggap penting guna memperoleh teori-teori, asas-asas serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Data  yang  telah  dihimpun  dianalisa  secara  induktif,  yaitu  dengan  cara

mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum.42 Peneliti menggunakan pedoman analisis penelitian kualitatif yang mengacu kepada metode analisis Milles dan


39 Musthafa dib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab
Syafi‟i, (Solo: Media Zikir, 2009).

40 A.  Djazuli,  Ilmu  Fiqh:  Penggalian,  Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

41 Mohammad A. Syuropati, Kamus Pintar Islam, (Yogyakarta : IN AzNA Books, 2015).
42 Anto Baktiar dan Ahmad Zubaker, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 62.
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Huberman.43 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki penelitian, selama penelitian, dan setelah selesai dalam proses penelitian. Analisis sebelum dilakukannya penelitian Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuiuan (pra-penelitian), atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dengan kata lain analisis awal ini merupakan bagian dari pengumpulan data-data (data collection) dan memahami data yang telah diperoleh untuk mendapatkan konsep awai. Analisis selama penelitian

Menurut Sugiyono, terdapat tiga aktivitas dalam analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Mereduksi data (data reduction) atau memilah-milah data yang layak dimuat di dalam pembatasan nantinya;

b. Memaparkan data (data display) yaitu membuat bentangan data sehingga dapat dilihat secara global sehingga didapatkan gambaran abstrak mengenai pokok bahasan;

c. Mengambil data-data yang relevan sebagai bahan penelitian (conclusions). Data yang jumlahnya cukup banyak, dicatat secara rinci dan teliti sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Setelah data selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan display data, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan didapatkan konklusi berupa kesimpulan


43 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif…, h. 87-116.
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sementara yang akhirnya didapatkan gambaran umum dari keseluruhan obyek hasil penelitian.44

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam Tesis ini, maka perlu digunakan

sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub-bab, yang rincianya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat problematika pencatatan rujuk yang meliputi: Pencatatan rujuk, perlunya kehadiran saksi dalam rujuk, dan persetujuan istri dalam rujuk.

Bab ketiga berisi uraian mengenai konsep Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab. Dalam bahasan konsep Kompilasi Hukum Islam akan diuraikan mengenai latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam, materi-materi yang dimuat oleh Kompilasi Hukum Islam, dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam di dalam sistim hukum Indonesia. Sedangkan dalam bahasan konsep Fiqh Empat Mazhab akan diuraikan mengenai pengertian, sejarah, para imam mazhab dan kitab-kitabnya.

Bab keempat merupakan hasil penelitian, di dalamnya akan dibahas tentang tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab terhadap rujuk. Pada bab ini dibahas mengenai pandangan para Imam Mazhab berkenaan dengan rujuk. Selain itu, juga dibahas mengenai titik temu mengenai perbedaan konsep rujuk


44 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., h. 116.
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antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab khusus dalam tiga bidang kajian yakni: pencatatan rujuk, perlunya kehadiran saksi dalam rujuk dan perlunya persetujuan istri dalam rujuk.

Bab kelima merupakan Bab Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.
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BAB II

URGENSI RUJUK DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk

Kata “rujuk” merupakan kata serapan dari bahasa Arab raja’a, yarji’u, dan

ruju’, bentuk mashdar, artinya kembali. Istilah tersebut kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia.1 Secara terminologis, rujuk adalah mengembalikan istri yang tertalak pada keadaannya semula, yaitu sebagaimana dia sebelum ditalak,2 dengan kata lain rujuk merupakan kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj’i3, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.

Menurut arti bahasa, kata raj’ah bermakna “sekali kembali”, sedang menurut syara’ adalah mengembalikan istri yang masih dalam „iddah talak bukan ba’in kepada pernikahan semula.4

Setiap mazhab memiliki definisi masing-masing berkenaan dengan rujuk yang kesemuanya memiliki akar pemahaman yang sama. Menurut mazhab Hanafi, rujuk ialah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa


1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 235.
2 Ali bin Sa‟id al-Ghamidi, Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis,
(Solo: Aqwam, 2013), h. 317.

3 Talak raj’i ialah talak pertama dan kedua (sebelum yang ketiga kali) terhadap istri yang sudah digauli dan tanpa „iwadh (ganti rugi yang dibayar oleh istri). Wanita yang ditalak raj’i status hukumnya seperti istri, yakni masih berhak menerima nafkah, tempat tinggal, dan yang lainnya, sampai habis masa „iddahnya. Bila masa „iddahnya habis maka dia lepas dari suaminya. Bila suami ingin merujuknya sebelum masa „iddahnya berakhir maka dia cukup berkata kepadanya, “Aku merujukmu”, namun disunahkan agar mendatangkan dua orang saksi yang adil. Lihat Abu
Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 679.

4 Zainuddin „Abdul „Aziz al-Malibariy, Fathul Mu’in, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 167.
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„iddah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, rujuk berarti kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan perkawinan tanpa memperbarui akad nikah. Mazhab Syafi‟i mendefinisikan bahwa rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak di masa „iddah –bukan talak ba’in. Sedangkan mazhab Hambali menjelaskan bahwa rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak – bukan talak ba’in– kepada pernikahan seperti sedia kala tanpa akad.5 Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka rujuk adalah perdamaian antara suami dengan mantan istrinya yang sebelumnya telah dijatuhi talak raj’i.

Raj’ah, menurut pengucapan yang lebih fasih, dan boleh dibaca rij’ah, artinya menurut syarak ialah satu ungkapan tentang kembali kepada nikah sesudah terjadi talak yang bukan talak ba’in dengan cara tertentu. Abu Syuja` al-Ashfahani menyatakan apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka ia dapat kembali (rujuk) kepadanya selama „iddahnya belum habis. Jikalau „iddahnya belum habis ia tetap dapat menikahinya sebagaimana awalnya, seorang istri dapat menetap dengan suaminya dalam sisa bilangan talak yang masih ada.6

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami-istri itu mengalami masa-masa kritis dalam perkawinan, rujuk merupakan nafas baru untuk merajut kembali tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Setelah melakukan rujuk, suami dan istri kembali kepada keutuhan ikatan perkawinan yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing sekaligus bertekad


5 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 852-
855.

6 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang-orang Shalih, Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Iman, tt.), h 218.
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untuk memperbaikinya. Dari sisi ini, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami-istri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian, dan romantika perkawinan yang mereka jalani.7

Rujuk  memiliki  dasar  hukum  dari  Alquran,  hadis,  dan  Ijma’.  Allah  swt.

berfirman di dalam Alquran Surat Al-Baqarah/2: 288, yaitu:

Artinya:
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.8 Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perdamaian). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.9 Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Berkenaan dengan ayat di atas, Muhammad Ali ash-Shabuni menjelaskan

bahwa istri-istri yang diceraikan oleh para suami mereka lantaran suatu sebab,

mereka harus selama kurun waktu yaitu selama tiga kali suci atau tiga kali


7 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia…, h. 253.
8 Imam Malik dan Imam Syafi‟i berpendapat, yang dimaksud quru’ ialah suci. Pendapat ini juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, „Aisyah, Zaid bin Tsabit (ra.), dan juga salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan quru’ adalah haid. Pendapat ini juga yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas‟ud, Abu Musa, Abu Darda‟ (ra.), dan lain-lain. Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2..., h. 332.
9 Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat Alquran Surat An Nisaa’/4: 34).
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haid untuk mengetahui keterbatasan rahim agar tidak ada pembauran nasab, dan para suami mereka lebih berhak terhadap mereka untuk rujuk

dibandingkan laki-laki lain selama masa „iddah mereka belum berakhir. Tujuan rujuk ini adalah perbaikan bukan untuk menimbulkan mudharat. Para istri itu berhak didampingi dengan baik dan digauli secara patut yang mesti dilaksanakan oleh suami mereka, sebagaimana mereka pun harus menaati perintah-perintah Allah. Namun, laki-laki memiliki derajat yang melebihi mereka terkait pengayoman dan pemberian nafkah, serta kewenangan dan

kepatuhan.10

Berkenaan dengan hadis , kitab Bulughul Maram dapat dijadikan rujukan sumber hukum terkait rujuk. Terdapat dua hadis yang dapat mewakili dalil

hukum perbuatan rujuk, yaitu:

عهْْْعمْْسانْبهْحصيْهْزضيْهللاْعىٍما:ْأوًّْسإلْعهْانسّجمْيطهّكْثمّْيساجعَْالْ يشٍْد؟ْفمال:ْأشٍْدْْعهىْطاللٍاَعهىْزجعتٍا.ْ)زَايْأبُداَدٌكرامُفاًَسىديْ

صحيح(ْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, bahwa dia ditanya tentang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian rujuk kembali dengan tidak menghadirkan saksi. Dia berkata, saksikan olehmu pada saat talak dan rujuknya. (Hadis riwayat Abu Dawud secara

mauquf, dengan sanad yang shahih)”.11

َعهِْابهِْعمسْاوًُّْنمّاْطهّكْامْسأوًُّ,ْلالْاوّبيّْنعمس:ْمسيْفهيساجعٍاْ)متّفكْعهيًِْ(

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia menceraikan istrinya. Rasulullah bersabda kepada Umar,


10 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2, (Depok: Keira Publishing,

2016), h. 326.

11
Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram: Pesan-pesan nabi untuk Perbaikan Akhlak,

Ibadah , dan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat, (Bandung: Jabal, 2011), h. 275.
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Perintahkan dia agar rujuk kepada istrinya. (Hadis Muttafaq Alaih).12

Rasulullah pernah menjatuhkan talak terhadap Hafshah kemudian merujuknya.13 Semua ulama juga sepakat bahwa seorang suami merdeka (bukan budak), jika menalak istri yang telah disetubuhi dengan talak satu atau dua, suami masih boleh untuk rujuk. Sekalipun seorang suami tersebut berstatus sebagai budak, jika dia menjatuhkan talak satu maka dia juga boleh untuk rujuk.14

B.
Rukun dan Syarat Rujuk

Menurut mazhab Syafi‟i, rukun rujuk meliputi murtaji’ (suami yang berkehendak rujuk) dan sighat (ucapan). Sedangkan menurut mazhab Hambali, disamping kedua rukun yang dikemukakan oleh mazhab Syafi‟i, ada satu rukun lagi yaitu jima’ (bersetubuh). Berbeda dengan mazhab Hambali, mazhab Maliki memasukkan niat sebagai rukun rujuk di samping murtaji’ dan sighat. Al-Malibariy juga menyebut rukun rujuk terbagi atas tiga bagian, yaitu: Murtaji’ (pelaku rujuk yang merupakan subyek hukum yang


12 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram: Pesan-pesan Nabi untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat..., h. 275-276.
13 Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa‟i, dan Ibnu Majah. Menurut al-Hakim, Hadis tersebut sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Lihat Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang-orang Shalih, Bagian Kedua..., h. 219.
14 Ali bin Sa‟id al-Hajjaj al-Ghamidi, Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis, (Jakarta: Aqwam, 2012), h. 318-319.
31

cakap bertindak), Mahal (istri yang dirujuk), dan Sighat (ucapan pernyataan rujuk).15

Menurut Ali bin Sa‟id al-Ghamidi16, seseorang dapat rujuk dengan syarat talaknya bukan talak ba’in.17 Ia berpendapat bahwa semua talak atau fasakh yang ba’in (perpisahan selamanya), sekalipun itu ba’in sughra (kecil), seorang suami tidak boleh lagi untuk rujuk. Disyaratkan bahwa istri yang dirujuk berada dalam masa „iddah dan tidak harus ada persetujuan atau kerelaan dari pihak istri. Kata-kata rujuk, misalnya: “Aku merujuk istriku”, “Aku kembali ke istriku”, “Aku mengikatnya kembali”, dan lafal-lafal lain yang mengandung maksud tersebut.18

Imam Syafi‟i sebagaimana yang dikutip oleh Musthafa Dib al-Bugha menyatakan bahwa:

ْتضفواْنإفْاٍتدعْضمىتْمنامْاٍتعجاسمًْهفْهيتىثاَأْةدحاًَْتأسماْكّهطْاذإَ

ْمنْاثلاثْاٍمهطْنإفْقلاطاْهمْيمبامْىهعًْعمْنُكتَّْديدجدمعباٍحاكوًْنْمحاٍتدع

ْاٍبًْنُخدَْيسيغبْاٍجيَزتًَْىمْاٍتْدعءاضمواْظئاْسشْسمخدُجَْدعبْلاإْمحت

ًىماٍتْدعْءاضمواًَْىمْاٍتباصإَ

Artinya: “Jika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya, dia boleh merujuknya selama „iddahnya belum selesai. Jika „iddahnya telah selesai, dia bisa menikahinya dengan akad


15 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 265-266.
16 Ali bin Sa‟id al-Ghamidi adalah seorang pengajar fiqh di Masjid Nabawi, Madinah al-Munawwarah, ahli tafsir bermazhab Hanafi.
17 Talak ba’in adalah talak yang mengakibatkan seorang suami yang menceraikan istrinya tidak memiliki kesempatan rujuk. Dengan talak yang dijatuhkannya jadilah ia sebagaimana peminang lainnya. Bila mantan istrinya menghendaki maka boleh menerimanya lagi asalkan dengan akad dan mahar yang baru, dan bila mau boleh menolaknya.
18 Ali bin Sa‟id al-Hajjaj al-Ghamidi, Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis…, h. 318.
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baru, kemudian dia masih memiliki talak yang tersisa. Jika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, dia tidak bisa kembali lagi kepadanya kecuali setelah terpenuhi lima syarat: „iddahnya selesai, mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, suami kedua menyetubuhinya, akad nikah dengan suami kedua terputus, „iddahnya selesai dari suami keduanya.19

Talak yang dapat dirujuk sebagaimana dimaksud dalam bahasan ini ialah

tergolong kepada talak raj’i, yaitu talak yang masih memberikan kesempatan

rujuk bagi suami kepada istrinya meskipun istrinya itu tidak ikhlas. Dengan

demikian, talak raj’i adalah talak pertama dan kedua (sebelum yang ketiga

kali) terhadap istri yang sudah digauli dan tanpa „iwadh (ganti rugi yang

dibayar oleh istri). Adapun wanita yang ditalak raj’i status hukumnya seperti

istri, yakni masih berhak menerima nafkah, tempat tinggal, dan yang lainnya

hingga habis masa „iddahnya. Bila masa „iddahnya habis maka ia terlepas dari suaminya.20

Berdasarkan
keterangan-keterangan
di
atas,
maka
dapat
disimpulkan

bahwa
rukun
rujuk
meliputi
suami
yang
merujuk
(murtaji’),
istri
yang

dirujuk, dan ucapan (sighat) baik lisan maupun perbuatan. Adapun syarat

sahnya rujuk terdiri dari syarat bagi suami dan syarat bagi istri yang masing-

masingnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Syarat bagi suami

a) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk di mana nikah antara keduanya adalah sah;


19 Musthafa Dib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab
Syafi’i – Penjelasan Matan Abu Syuja’, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 382.

20 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah – Akidah, Adab, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 679.
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b) Laki-laki yang merujuk haruslah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan;

2) Syarat bagi istri

a) Perempuan tersebut adalah istri sah dari laki-laki yang akan merujuk;

b) Istri telah ditalak dengan talak raj’i;

c) Istri masih dalam „iddah raj’i;

d) Istri tersebut sudah pernah digauli setelah perkawinan berlangsung.

C. Status Hukum Rujuk

Ali bin Sa‟id al-Ghamidi menyatakan bahwa hukum rujuk adalah sunnah,

sebagian ulama ada yang mewajibkannya dengan dalil hadis riwayat Ibnu Umar ra., yaitu perintah Nabi saw., “Perintahkan dia untuk merujuknya”. Dengan rujuk tersebut dimungkinkan perilaku istri bisa menjadi lebih baik, jika benar jatuhnya talak disebabkan kelakuan istri, seperti menggampangkan urusan agama, misalnya. Barangkali suami akan dikaruniai keturunan setelah rujuk maka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka.21 Namun demikian, ada kalanya hukum rujuk menjadi haram, bila seorang suami merujuk istrinya dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti istri, atau paling tidak mengulur-ulur masa iddahnya. Hal tersebut didasari oleh Alquran Surat Al-Baqarah/2: 231 yakni:


21 Ali bin Sa‟id al-Ghamidi, Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis…,
h. 318.
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Artinya:
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir „iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.22 Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu al-kitab dan al-hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berkenaan  dengan  ayat  di  atas,  Muhammad  Quraish  Shihab  menafsirkan

bahwa jika telah mencapai batas akhir masa „iddah, suami tidak lagi mempunyai

hak untuk memaksa istrinya rujuk. Pilihan ketika itu bukan di tangan bekas suami

lagi. Jika istrinya menolak atau ia kaawin dengan pria lain, maka suami tidak

dapat berkeberatan. Pada ayat di atas masih terbaca adanya pilihan bagi suami

untuk rujuk, maka tentu saja yang dimaksud dengan batas akhir „iddah itu adalah

batas  yang  mendekati  akhirnya.  Allah  memilih  redaksi  yang  demikian  untuk

memberi  kesempatan  kepada  suami  sampai  detik  terakhir  masa  „iddah  untuk


22 Umpamanya memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu’ atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.
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kembali pada istri yang telah diceraikannya. Betapapun baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma’ruf yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji.23

Jikalau seorang istri yang telah dirujuk adalah benar-benar seorang istri, maka dia wajib dinafkahi, boleh disetubuhi, dan berhak mendapat warisan jika suaminya meninggal. Seorang suami masih menjadi ahli waris seorang istri yang tertalak jika dia meninggal sebelum habis masa iddahnya. Tetapi, istri yang tertalak tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari suami yang meninggal, kecuali dia telah dirujuk.24

D. Hikmah Rujuk

Rujuk memiliki beberapa hikmah atau tujuan dalam syariat. Beberapa hikmah

yang peneliti maksudkan, antara lain:

1. Menghindari murka dan kebencian Allah swt. Karena talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt., maka rujuk merupakan wasilah peredam kebencian-Nya;

2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Dalam hal ini rujuk merupakan kesempatan bagi para pihak untuk berintrospeksi diri atas kekeliruan-kekeliruan sejak awalnya sehingga terjadinya talak;


23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 499.
24 Ali bin Sa‟id al-Ghamidi, Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis…, h. 318-319.
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3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak;

4. Mewujudkan ishlah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal tersebut sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu ishlah perlu mendapat penekanan.25
Sesuai dengan posisi rujuk sebagai kebalikan dari talak, maka rujuk merupakan jalan mulia yang mengandung perdamaian dan kebaikan guna mempertahankan rumah tangga sebagai suatu ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizan).

E. Pencatatan Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan  rujuk  tidak  dikenal  pada  zaman  Nabi  Muhammad  saw.,  pun

demikian belum ada pada zaman sahabat dan tabi’in, bahkan generasi sesudahnya. Ulama salaf tidak mengenal istilah pencatatan rujuk, praktik tersebut mulai ada sejak umat Islam memasuki masa kontemporer (khallaf). Di Indonesia, pencatatan rujuk mulai direalisasikan semenjak diterbitkannya regulasi yang mengharuskannya. Regulasi yang dimaksud ialah Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.


25 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia…, h. 255.
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Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa:

(1) Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diberitahukan kepada PPN;

(2) Jika seorang suami melakukan rujuk kepada istrinya yang telah dicerai (yang berada dalam waktu tunggu dan termasuk talak raj’i) tidak memberitahukannya kepada PPN selama seminggu setelah rujuk, dihukum denda sebesar-besarnya dua puluh rupiah.

Dua pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan rujuk tidak harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi rujuk yang dilakukan tidak di hadapan PPN wajib dilaporkan kepada PPN untuk dicatat.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak terdapat ketentuan mengenai pencatatan rujuk. Ketentuan mengenai pencatatan rujuk ada di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

1. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih berada dalam waktu tunggu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 150

menyatakan bahwa:

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam „iddah”.

2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal:

a. Putusnya perkawinan karena talak (kecuali talak tiga kali dan talak sebelum terjadi persetubuhan);
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b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan selain alasan zina

dan khulu’,

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 162 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

(a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhul;

(b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu’.”

3. Wanita yang dirujuk berhak menyatakan keberatannya di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan disaksikan dua orang saksi, dan rujuk yang dilakukan suami tanpa persetujuan bekas istrinya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

Pasal 164: “Seorang wanita dalam talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

4. Rujuk dibuktikan dengan Kutipan Pendaftaran Rujuk. Dalam Pasal 166 dinyatakan bahwa:

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”.

Berdasarkan beberapa pasal di atas, maka perbuatan rujuk haruslah tercatat

demi keteraturan administrasi di Indonesia. Selain pencatatan rujuk berguna untuk

memperoleh  keabsahan
secara  hukum  menurut
tata  hukum
yang  berlaku  di

Indonesia, pencatatan rujuk juga memberikan kepastian hukum terhadap status-
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status keperdataan seseorang. Status keperdataan yang dimaksud meliputi status perkawinan, status kewarisan, dan lain-lainnya spesifik kepada hal-hal berkaitan dengan perbuatan talak yang sebelumnya telah tercatat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah memberikan keleluasaan kepada wanita yang keberatan terhadap keinginan rujuk yang diajukan oleh suaminya. Seorang wanita diberikan hak untuk menyatakan keberatannya di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan disaksikan dua orang saksi. Adapun rujuk sepihak yang terlanjur dilakukan oleh suami tanpa persetujuan bekas istrinya, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.
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BAB III

KONSEP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

DAN FIQH EMPAT MAZHAB

A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  rangkaian  sejarah  hukum

nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, respons struktral yang melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.1

Dalam perspektif hukum, setidaknya terdapat lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI, yaitu:

a. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertera di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 7


1 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 58.
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Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;

b.
Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang berkenaan dengan persoalan waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat;

c. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan pokok bahasan yang sesuai dengan distribusinya;

d. Rekaman pendapat hukum 20 (dua puluh) orang di Palembang, 16 (enam belas) orang di Bandung, 18 (delapan belas) orang di Surabaya, 18 (delapan belas) orang di Surakarta, 15 (lima belas) orang di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang di Ujung Pandang, 20 (dua puluh) orang di Mataram;

e. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir;

f. Pendapat  serta pandangan  yang muncul pada saat Musyawarah Alim

Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.2

Berdasarkan sumber-sumber di atas maka dibentuklah suatu peraturan yang menjadi pegangan hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan keenam sumber di atas menurut peneliti adalah bukti


2 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia..., h. 65-66.
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bahwa regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang tergolong kepada produk hukum responsif yang lahir di era konservatif.

Pemakaian keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang substansinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum in abstracto, bahkan sumber kedua pun masih terpengaruh oleh persepsi yang demikian sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai hukum in concreto. Seluruh instrumen penggalian hukum seperti aktifitas ijtihadi ada pada sumber yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian instinbat al-ahkam dilakukan dalam lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).3

Perpaduan antara man made law dengan butir-butir normatif dalam the ideal law menunjukkan kepedulian transendental di samping pemenuhan tuntutan horizontal bagi interaksi umat Islam di Indonesia. Lahirnya rumusan hukum yang terlihat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) haruslah dipandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bidangnya. Hukum yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digambarkan melalui adanya koherensi antara sistim hukum Anglo Saxon yang berlaku di Inggris dan Amerika dengan sistim Continental’s European yang merupakan sistim hukum warisan Belanda di dalam sistim hukum di Indonesia.4


3 Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam: Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)..., h. 65.
4 Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam: Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)..., h. 67.
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2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya tidak dapat dipisahkan

dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri, sebab Hukum Islam (Islamic Jurisprudence) adalah salah satu bagian yang penting dalam Islam dan dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan teori eksistensi, hukum Islam sesungguhnya telah lama berada dalam sistim hukum Indonesia dan keberadaannya di dalam hukum nasional tersebut tidaklah dapat dipungkiri keberadaannya. Setidaknya terdapat empat alasan mengenai keberadaan hukum Islam di dalam sistim hukum Indonesia, yaitu:

a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional;

b. Dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, hukum Islam diakui oleh hukum nasional dan diberikan status sebagai hukum nasional;

c. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional;

d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.5
Teori eksistensi sebagaimana yang peneliti muat di atas memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran politik hukum nasional yang pada ujungnya membuka kemungkinan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia dalam tiga undang-undang yang disahkan dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun.6


5 Muhsan Fuad, Hukum Islam Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 56.
6 Bukti dari pemberlakuan teori eksistensi ini ialah diundangkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman, diundangkannya
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Setelah produk-produk hukum legislatif tersebut diterbitkan oleh Pemerintah, maka Pengadilan Agama sebagai bagian integral dari lembaga Yudikatif membutuhkan perngkat hukum material berupa ketentuan hukum terkodifikasi yang menjamin keseragaman putusan hukum. Secara materil, memang telah ditetapkan kitab-kitab untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara yang semuanya bermazhab Syafi‟i. Sekalipun penetapan kitab standar telah dilakukan, namun hal tersebut belum menjamin keseragaman putusan hukum, karena kitab-kitab tersebut masih memiliki tafsiran yang beragam.7

Berikut nama-nama kitab yang dimaksud beserta instansi penelaahnya:

Tabel 2. Instansi Penelaah Kitab dan Nama-nama Kitab8

	No.
	Nama Instansi
	Nama Kitab

	1
	IAIN Ar-Raniri
	Al-Bajuri, Fath al-Mu’in, Syarqawi ‘ala al-

	
	Banda Aceh
	Tahrir, Muhghni al-Muhtaj, Nihayah al-

	
	
	Muhtaj, dan Al-Syarqawi

	2
	IAIN Syarif
	‘Anatu al-Thalibin, Tuhfah, Targhib al-

	
	Hidayatullah Jakarta
	Musytaq, Bulghat al-Salik, Syamsuri fi al-

	
	
	Faraid, al-Mudawwanah

	3
	IAIN Sunan Kalijaga
	Al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al-

	
	Yogyakarta
	Fiqhu ‘ala Madzahibi al-Arba’ah, Fiqh al-

	
	
	Sunnah

	4
	IAIN Sunan Ampel
	Kasyaf al-Qina, Majmu’ al-Fatawa Ibnu

	
	Surabaya
	Taimiyah, al-Mughni, al-Hidayah Syarah

	
	
	Bidayah al-Mubtadi

	5
	IAIN Alauddin
	Qowanin Syar’iyyah li-Syahid Sudaqah

	
	Ujung Pandang
	Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibnu Abidin,

	
	
	al-Muwattha’, Hasyiyah Syamsuddin Moh.

	
	
	Irfat Dasuki

	6
	IAIN Imam Bonjol
	Bada’i al-Sanai, Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawi

	
	Padang
	al-Hindiyah, Fath al-Qadir, Nihayah



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diikuti oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia...,
h. 66.

8 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999-2000), h. 153-154.
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Berdasarkan dari realita yang ada, yakni perbedaan cara pandang dalam memahami kandungan kitab-kitab, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengakomodir kesamaan visi para hakim. Setelah melalui fase pro dan kontra, akhirnya dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 1/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Usaha sungguh-sungguh yang melibatkan para ulama dan cendikiawan tersebut akhirnya membuahkan hasil, terbentuklah instrumen hukum yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memperoleh kepastian penerapannya, kemudian Menteri Agama menyampaikan rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: MA/123/1988. Atas surat dari Menteri Agama, maka terbitlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dalam diktumnya dinyatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan sebagaimana yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988. Diktum tersebut juga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 pada
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tanggal 22 Juni 1991 untuk memberlakukan penggunaan Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia.9

3. Proses Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dilaksakan oleh sebuah

Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan.

Berikut nama-nama pejabat yang ditunjuk:

Tabel 3. Nama-nama Tim Pelaksana Proyek10

	
	No.
	Jabatan
	Nama
	Asal Instansi

	
	1
	Pelaksana Proyek
	Busthanul
	Ketua Muda Mahkamah

	
	
	Pemimpin Umum
	Arifin
	Agung RI Urusan Lingkungan

	
	
	
	
	
	Peradilan Agama

	
	2
	Pelaksana Proyek
	HR. Djoko
	Ketua Muda Mahkamah

	
	
	Wakil I Pemimpin
	Soegianto
	Agung RI Urusan Lingkungan

	
	
	Umum
	
	Peradilan Umum Bidang

	
	
	
	
	
	Hukum Perdata Tidak Tertulis

	
	
	
	
	
	

	
	3
	Pelaksana Proyek
	Zaini Dahlan
	Direktur Jenderal Pembinaan

	
	
	Wakil II
	
	Kelembagaan Agama Islam

	
	
	Pemimpin Umum
	
	Departemen Agama RI

	
	4
	Pemimpin
	Masrani
	Hakim Agung Mahkamah

	
	
	Pelaksana Proyek
	Basran
	Agung RI

	
	5
	Wakil Pemimpin
	Muchtar
	Direktur Pembinaan Badan

	
	
	Pelaksana Proyek
	Zarkasyi
	Peradilan Agama Islam

	
	
	
	
	
	Departemen Agama RI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9 Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 10-11.
10 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 135-138.
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	6
	Sekretaris Proyek
	Lies Sugondo
	Direktur Hukum dan Peradilan

	
	
	
	Mahkamah Agung RI

	7
	Wakil Sekretaris
	Marfuddin
	Pejabat Departemen Agama RI

	
	
	Kosasih
	

	8
	Bendahara Proyek
	Alex Marbun
	Pejabat Mahkamah Agung RI

	
	
	
	Pejabat Departemen Agama RI

	
	
	Kadi S
	

	9
	Pelaksana Bidang
	Ibrahim
	Majelis Ulama Indonesia

	
	Kitab-kitab
	Hosen
	Hakim Agung Mahkamah

	
	(Yurisprudensi)
	HMD. Kholid
	Agung RI

	
	
	
	Pejabat Departemen Agama RI

	
	
	HA. Wasit
	

	
	
	Aulawi
	

	10
	Pelaksana Bidang
	Yahya
	Hakim Agung Mahkamah

	
	Wawancara
	Harahap
	Agung RI

	
	
	
	Pejabat Departemen Agama RI

	
	
	Abdul Gani
	

	
	
	Abdullah
	

	11
	Pelaksana Bidang
	Amiroedin
	Hakim Agung Mahkamah

	
	Pengumpul dan
	Noer
	Agung RI

	
	Pengolah Data
	
	Pejabat Departemen Agama RI

	
	
	Muhaimin
	

	
	
	Nur
	


Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB), dimulai sejak tanggal 25 Maret 1985 dengan pendanaan yang dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan Nomor 068/SOSROKH/1985.11

Tim Pelaksana Proyek diberikan beban tugas yaitu melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya ialah mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan


11 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 138.
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masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara pengumpulan data (pengkajian kitab-kitab), wawancara dengan para ulama, lokakarya, dan studi perbandingan.12

1) Pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi:

a) Pengumpulan dan sistimatisasi dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning;

b) Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam mazhab dan syarah-syarah yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia;

c) Menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam-imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut hukum umum;

2) Pelaksana bidang wawancara

a) Tokoh-tokoh ulama yang dipilih

b) Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dan jangkauan wibawanya;

c) Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan oleh tim inti;

3) Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data

a) Mengolah dan menganalisa lebih lanjut hasil dan pengolahan kitab-kitab dan wawancara;


12 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 138.
49

b)
Menyusun dalam buku pedoman yang dapat dipakai bagi para hakim dalam melaksanakan tugas. Agar lebih mantap, terlebih dahulu pedoman tersebut dikaji melalui lokakarya.13

Proses pengolahan hasil penelitian dari empat jalur proyek yaitu: Jalur penelitian kitab, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi perbandingan. Pada jalur penelitian kitab, dilakukan penelitian terhadap pokok hukum materil sebanyak 160 (seratus enam puluh) masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, serta sedekah). Adapun kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kitab sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2.14 Sepuluh Institut Agama Islam Negeri dilibatkan dalam penelitian yang memakan waktu 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 7 Maret hingga 21 Juni 1985. Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek Bagian Pelaksanaan, Bidang Kitab dan Yurisprudensi.

Wawancara merupakan jalur kedua yang ditempuh dengan mengetengahkan 102 (seratus dua) masalah yang dimuat dalam sebuah buku guide questioner terkait bidang hukum keluarga yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf. Proses wawancara dilakukan di 10 (sepuluh) lokasi Pengadilan Tinggi Agama, yaitu: 20 (dua puluh) orang ulama di Banda Aceh, 19 (sembilan belas) ulama di Medan, 20 (dua puluh) orang ulama di Padang, 20 (dua puluh) orang ulama di Palembang, 16 (enam belas) orang ulama di Bandung, 18 (delapan belas) orang ulama di Surakarta, 18 (delapan


13 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 139-140.
14 Tabel 1 dapat dilihat halaman 5 Tesis ini.
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belas) orang ulama di Surabaya, 15 (lima belas) orang ulama di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang ulama di Ujung Pandang, dan 20 (dua puluh) orang ulama di Mataram.15 Selain jalur penelitian kitab dan wawancara, terdapat juga jalur penelitian yurisprudensi. Jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 (enam belas) buku yaitu: Himpunan Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama berupa 4 (empat) buku terbitan tahun 1976 hingga tahun 1981; Himpunan Fatwa sebanyak 3 (tiga) buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981; Yurisprudensi Pengadilan Agama sebanyak 5 (lima) buku terbitan dalam kurun waktu tahun 1977 hingga tahun 1981; dan Law Report sebanyak 4 (empat) buku yang dihimpun dari tahun 1977 hingga 1984.16

Jalur yang terakhir ialah jalur studi perbandingan. Masrani Basran dan Muchtar Zarkasyi ditunjuk sebagai petugas yang melakukan studi ke Timur Tengah. Adapun negara-negara tujuan studi perbandingan ialah Maroko (tanggal 28-29 Oktober 1986), Turki (tanggal 1-2 November 1986), dan Mesir (tanggal 3-4 November 1986). Hasil yang diperoleh ialah bahan-bahan mengenai sistim peradilan, masuknya Syari’ah Law dalam arus Tata Hukum Nasional, dan sumber-sumber hukum berikut hukum materil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah yang menyangkut kepentingan muslim.17


15 Nama-nama ulama dapat diakses di dalam lampiran Tesis ini.
16 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 142-143.
17 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 144-145.
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Selain masukan-masukan dari keempat jalur penelitian di atas, terdapat pula masukan-masukan spontan dari Syariah Nahdhatul Ulama (NU) Jawa Timur18 dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah19.

Hasil penelitian bidang kitab, yurispudensi, wawancara, dan studi perbandingan diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek. Hasil rumusan dari Tim Besar dibahas dan diolah lagi sebanyak 20 (dua puluh) kali oleh Tim Kecil yang merupakan Tim Inti yang terdiri dari: Busthanul Arifin, MD. Kholid, Masrani Basran, Yahya Harahap, Zaini Dahlan, A. Wasit Aulawi, Muchtar Zarkasyi, Amiroeddin Noer, dan Marfuddin Kosasih. Berdasarkan rapat Tim Kecil inilah akhirnya 3 (tiga) buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan. Rancangan Kompilasi Hukum Islam ini selesai disusun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan hingga ia siap dilokakaryakan. Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.20

Pada tanggal 2-6 Februari 1988 dilakukan lokakarya untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendikiawan muslim. Ulama dan cendikiawan muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya.


18 Masukan diberikan berdasarkan hasil dari Bahtsu al-Masail di 3 (tiga) Pondok Pesantren yaitu di daerah Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.
19 Masukan diberikan berdasarkan hasil seminar tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
20 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 146.
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Sebanyak 124 (seratus duapuluh empat) orang ulama dan cendikiawan diikutkan dalam lokakarya yang digelar di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Lokakarya yang dibagi dalam dua instansi berupa sidang pleno dan sidang komisi tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai naskah akhir Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya naskah akhir tersebut mengalami perbaikan redaksi secara intensif di Ciawi Bogor oleh Tim Besar untuk kemudian diterbitkan dengan instrumen hukum Instruksi Presiden.21

4. Substansi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terdiri  dari  tiga  buku  yang  meliputi

Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri dari 19 (sembilan belas) bab dan 170 (seratus tujuh puluh) pasal. Sedangkan Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan masing-masing terdiri dari 6 (enam) dan 5 (lima) bab saja.

Berdasarkan segi jumlah bab dan pasalnya, dapat dicermati bahwa problematika bidang perkawinan adalah problematika yang sangat banyak pengaturannya dibandingkan dengan bidang waris dan wakaf. Adapun persoalan konsep dan tata cara rujuk dimuat di dalam satu bab khusus, yaitu Bab ke-18 (delapan belas) Pasal 163 hinga Pasal 169.


21 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, h. 150.
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5. Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  dalam  Sistim  Hukum

Indonesia

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam sistim hukum Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tidak tertulis. Konsepsi ini tercermin dalam penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu digunakannya yurisprudensi Islam yang menjadi produk peradilan agama di Indonesia sejak zaman dahulu semakin menekankan bahwa regulasi yang memuat tiga buku ini merupakan peraturan yang masuk dalam kategori konvensi saja.22

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai hukum tertulis. Alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan sederet peraturan tertulis sebagai konsideransnya. Beberapa peraturan yang diamksud antara lain: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sumber-sumber konsiderans yang dikemukakan di atas menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersubstansikan law and rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk political power yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam


22 Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam: Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)..., h. 63.
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jajaran peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh the living law daripada sekedar mengklaim adanya the ideal law tanpa akhir.23

Dapat dikatakan bahawasanya regulasi yang diterbitkan oleh Presiden dalam bentuk instruksi tersebut, menjadi bagian dari pseudo-jurisprudence yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan penegakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengakomodir penerapannya di lapangan, maka Pemerintah selanjutnya menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

B. Fiqh Empat Mazhab

1. Pengertian Mazhab

Secara  etimologi,  mazhab  atau  mazahib  berasal  dari  kata  dzahaba,

yadzhabu, dzahban, wa dzuhuban, wa mazhaban yang kemudian berubah menjadi mazhab yang berarti pendapat, jalan, metode, atau sesuatu yang diikuti. Kata “mazhab” juga dapat dimaknai sebagai haluan, atau ajaran lengkap mengenai hukum Islam yang dianut golongan umat Islam tertentu.24


23 Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam: Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)..., h. 64.
24 M. Syaikhu, dkk., Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 5.
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Singkatnya, secara etimologi, mazhab ialah tempat lewat atau tempat berjalan.25

Secara terminologi, mazhab berarti kumpulan hukum syariat dari berbagai permasalahan. Pengertian tersebut didasari realitas dan hakikat mazhab yang terlihat dengan masing-masing mazhab memiliki kitab induknya sendiri-sendiri yang merupakan kodifikasi hukum syariat hasil ijtihad imam dan murid-muridnya.26

Menurut istilah para faqih, mazhab memiliki dua pengertian, yaitu:

1) Pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah;

2) Kaidah-kaidah istinbath yang dirumuskan oleh seorang imam mujtahid.27 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mazhab diartikan sebagai

haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam.28 Jadi, mazhab dapat diartikan sebagai paham atau aliran pemikiran yang merupakan hasil dari ijtihad (interpretasi) seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang dapat diijtihadkan.

2. Sejarah Mazhab

Berbicara mengenai sejarah mazhab tentu akan membicarakan hal yang

paling esensi yaitu sumber hukum Islam. Pada masa Rasulullah saw., sumber rujukan hukum hanya terbatas hanya kepada dua sumber yaitu: Al-Qur’an dan al-Sunnah. Pada saat wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, tepatnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ra. Sang Khalifah mengutus orang-


25 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh, (Bandung: Grafindo, 2011), h. 24.
26 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh...
27 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 1.
28 www.kbbi.co.id/mazhab (diakses pada hari Senin, 16 Januari 2017, pukul 14.59 WIB).
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orang untuk mengajarkan agama Islam ke seluruh pelosok desa dan kota. Orang-orang ini juga bertugas untuk memberikan keputusan dan fatwa ketika terjadi permasalahan-permasalahan. Untuk tugas tersebut Umar ra., memilih para sahabat yang memiliki keahlian dalam bidang fatwa dan ijtihad seperti Ibnu Mas‟ud ra., Abu Musa al-Asy‟ari ra., dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika Utsman bin Affan ra., memegang tampuk kekhalifahan, Khalifah Ustman ra., memperbolehkan para sahabat keluar dari ibukota khilafah dan memberikan mereka pilihan apakah akan tinggal di situ ataukah pergi ke tempat yang lain. Banyak di antara mereka kemudian pergi ke tempat yang sudah berhasil dibuka seperti daerah Mesir, Syam, dan Irak. Nama daerah yang terakhir adalah daerah yang paling banyak dijadikan tempat domisili bagi para sahabat, khususnya setelah kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib ra., di mana pada saat itu Irak dijadikan ibukota khalifah sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Banyak di antara sahabat yang kemudian menyusul langkah mereka, akan tetapi tidak sedikit yang masih memilih menetap di Madinah oleh karena tidak rela berjauhan dengan Rasulullah saw.29

Terpusatnya dua peradaban menjadikan Irak dan Hijaz seolah berkompetisi dalam keilmuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya ulama yang memperoleh pengaruh dari kedua negeri tersebut. Bagi ulama Hijaz, mengambil hukum tidaklah menjadi suatu persoalan yang rumit, mengingat posisi mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad saw.,


29 Abdus Sami‟ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 16.
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sehingga dapat bertanya langsung dan/atau memiliki akses riwayat hadis-hadis yang beredar luas. Keadaan sebaliknya terjadi di Irak. Negara Irak yang mendapatkan pengaruh dari peradaban-peradaban sebelumnya sehingga menjadikan urusannya tidak seperti kondisi perkampungan yang masih murni. Terlebih lagi disaat munculnya kelompok Syi‟ah dan Khawarij, penggunaan hadis dibatasi mengingat banyaknya hadis-hadis palsu yang memungkinkan untuk terjadinya kekeliruan instinbath hukum. Ulama-ulama di Irak mensyaratkan beberapa syarat yang ketat dan tidak menerima hadis kecuali sangat sedikit, demi menghindari kekeliruan dan lebih mengandalkan qiyas sehingga dikenal dengan istilah madrasah qiyas. Jika di Hijaz yang terkenal dengan madrasah hadisnya melahirkan Imam Malik, maka Irak melahirkan Imam Hanafi sebagai ulama yang terkenal akan keluasan ilmunya. Selanjutnya lahir pula Imam Syafi‟i dan Imam Hambali yang menggabungkan kedua metodologi baik dari madrasah hadis maupun madrasah qiyas.30

Tidak semua imam mengkodifikasi seluruh ajarannya dalam bentuk buku, baik secara ushul maupun furu’. Mereka berempat dan diteruskan oleh para pengikutnya membukukan mazhab-mazhab mereka, membuat dasar dan cabang atas pendapat-pendapat mereka sehingga mazhab tersebut menjadi pusat putaran fatwa dan keputusan. Selanjutnya mazhab-mazhab merka mulai tersebar ke seluruh penjuru negeri-negeri Islam hingga tidak ada satupun


30 Abdus Sami‟ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab…, h. 17.
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negeri ataupun daerah kecuali mengambil salah satu mazhab atau malah menganut lebih dari satu dari keempat mazhab yang telah ada.

Di kalangan ulama mujtahidin, terdapat perbedaan-perbedaan dalam melakukan ijtihad. Mereka masing-masing memiliki dasar-dasar dan aturan-aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, sehingga masing-masing merupakan suatu aliran (mazhab) tersendiri.31 Karena perbedaan dasar dan aturan itulah, maka tidak jarang menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka, kemudian tersebar dan dianut oleh orang banyak.

3. Empat Mazhab Fiqh dalam Islam

Terdapat 4 (empat) mazhab besar di dunia yang memiliki pola istinbath

hukum masing-masing. Keempat mazhab tersebut ialah:

a. Mazhab Maliki

Mazhab  Maliki  didirikan  oleh  seorang  imam  yang  memiliki  julukan

Imam Daar al-Hijrah yaitu Imam Malik ibn Anas (93-179 H). Ia lahir pada masa al-Walid ibn Abd al-Malik dan wafat pada masa Harun al-Rasyid. Imam yang memiliki karya besar yaitu kitab kumpulan hadis yang dinamakan al-Muwattha’ ini pernah berguru Imam Abd al-Rahman ibn Harmuz, Imam ibn Syihab al-Zuhri, Imam Rabi‟ah ibn Abd al-Rahman. Mazhab yang tersebar di Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan negara-negara Afrika ini menggunakan metode ijtihad antara lain: Tekstual (Nassu al-Kitab), Kontekstual (Zhahir al-Kitab), Mafhum Mukhallafah, Mafhum


31
Syaikhu,  dkk.,  Perbandingan  Mazhab  Fiqh:  Perbedan  Pendapat  di  Kalangan  Imam

Mazhab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 41.
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Muwafaqah, al-Ijma’, al-Qiyas, Amal Ahli Madinah, al-Mashalih al-Mursalah, pendapat sahabat, dan Istihsan.32

b. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah al-Nu‟man ibn Tsabit

(80-150 H). Al-Dzahabi menuturkan tentang Abu Hanifah, bahwa ia adalah seorang imam, ilmu agamanya mendalam, guru Irak, Abu Hanifah al-Nu‟man bin Tsabit bin Zauthi al-Taimi al-Kufi, hamba sahaya Bani Taimullah bin Tsa‟labah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa ia berasal dari keturunan Persia, lahir tahun 80 Hijriyah pada masa sahabat kecil dan melihat Anas bin Malik saat tiba di Kufah.33

Imam Hanafi termasuk kelompok shighar tabi’in yang selektif dalam mengambil hadis, beliau hidup dan mengalami dua masa khilafah, yakni khilafah Umawiyah dan Abbasiyah. Imam yang terkenal dengan ahli ra’yi (pakar analogi) ini pernah berguru kepada Ahmad ibn Abi Sulaiman (tabi’in) selama 18 (delapan belas) tahun. Adapun metode ijtihad yang diusung oleh Imam Hanafi ialah: Al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, al-Qiyas, al-Istihsan. Mazhab ini banyak tersebar di negeri Syam, Republik Arab Mesir, Suriah, termasuk para dosen di Universitas Zaitunah, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkistan Barat, Kaukassia, India, dan Albania.34


32 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh..., h. 28
33 Abul Yazid Abu Zaid al-„Ajami, Akidah Islam menurut Empat Madzhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 180.
34 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh...
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c. Mazhab Syafi‟i

Mazhab  Syafi‟i  didirikan  oleh  Imam  Muhammad  ibn  Idris  al-Syafi‟i

(150-204 H). Beliau memiliki satu garis keturunan dengan Rasulullah saw. pada tingkatan ‘Abdi Manaf dan mampu menghafal Alquran sejak kanak-kanak di bawah 10 (sepuluh) tahun, termasuk juga hafal kitab hadis al-Muwattha’ dalam waktu 9 (sembilan) hari saja. Imam Syafi‟i mendalami bahasa Arab pada kabilah Huzail di pedalaman Jazirah Arab, juga berguru kepada Imam Muslim ibn Khadid al-Zinjiy (mufti besar Makkah), serta Imam Malik ibn Anas di Madinah. Imam yang menjadi pendiri mazhab terbesar di dunia ini merupakan satu-satunya imam yang memiliki dua pendapat dengan manhaj yang sama, yaitu pendapat qadim (lama) dan pendapat jadid (baru). Allah swt. telah menganugerahkan Imam al-Syafi‟i bimbingan yang baik, guru-guru yang memiliki keutamaan, di samping kecerdasan dan kepekaan yang dianugerahkan kepadanya. Dengan demikian kesaksian yang didapatkannya dari ulama pada masanya dan ilmu yang diamalkannya merupakan suatu bentuk pengukuhan keilmuannya secara fundamental dan juga terkait bahasan-bahasan yang berkaitan dengannya.35

Imam yang terkenal dengan kitab al-Risalah ini memiliki metode ijtihad yaitu: Al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, dan al-Qiyas. Mazhab Syafi‟i tersebar luas di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, India, Srilanka,


35 Abul Yazid Abu Zaid al-„Ajami, Akidah Islam menurut Empat Madzhab…, h. 320.
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dan Thailand, Australia, serta Afrika seperti Mesir dan Nigeria, juga di Palestina.36

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H).

Beliau berguru kepada seratus orang ulama, termasuk berguru kepada Imam Syafi‟i dalam bidang fiqh, berguru kepada Imam Hasyim ibn Basyir ibn Abi Hazim dalam ilmu Hadis. Imam Hambali terkenal dengan ketabahannya dalam fitnah khalqu al-Qur’an pada masa al-Ma’mun, al-Mu’thasim, dan al-Watsiqbillah. Imam Hambali memiliki metode ijtihad yang sama dengan guru beliau yaitu Imam Syafi‟i, tetapi beliau mengambil juga tambahan landasan lain seperti pendapat para sahabat nabi, Istishab, al-Masalih al-Mursalah, dan Saddu al-Dzara’i.37

4. Kitab-kitab Mazhab

Setiap mazhab memiliki kitab induknya masing-masing yang merupakan

refleksi dari ajaran masing-masing mazhab. Mazhab Syafi‟i memiliki kitab yang berjudul al-„Umm sebagai induk pendapat jadid (baru) dan pendapat qadim (lama), juga kitab Minhaj ath-Thalibin karya Imam al-Nawawi, senior mazhab Syafi’iyah. Mazhab Hambali memiliki kitab yang bernama al-Mughni sebagai kitab induk yang ditulis oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisy. Sedangkan mazhab Maliki memiliki kitab yang bernama al-Mudawwanah al-Kubra,


36 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh..., h. 29-30.

37 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh..., h. 30-31.
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serta kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf Ya‟qub sebagai kitab induk Mazhab Hanafi.38

Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa mazhab bukan hanya merupakan kumpulan hukum, melainkan juga hukum yang disarikan dari landasan atau ushul yang sama serta kerangka berpikir yang seragam. Sebagai contoh, ulama Hanafi memiliki kesamaan dalam memahami perbedaan antara buthlan dan fasad. Sementara itu, mazhab yang lain melihat bahwa kedua peristilahan itu maksudnya sama begitupun artinya. Begitu juga Imam Syafi‟i dan murid-muridnya yang selalu mengedepankan al-Ikhtiyathi dalam memberikan putusan fatwa yang tidak pernah dipakai oleh ulama Hanafiyah. Imam Malik dan murid-murid beliau selalu mengedepankan ‘amalu ahl al-Madinah daripada khabaru al-Ahad, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak disebut dengan mazhab apabila kumpulan hukum diambil dari kerangka berpikir dan ushul yang berbeda.39


38 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh..., h. 24.

39 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh..., h. 25.
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BAB IV

RUJUK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN

FIQH EMPAT MAZHAB

A. Pendapat Para Imam Mazhab tentang Rujuk

Para ahli fiqh perbandingan mazhab1  menjelaskan berbagai pendapat para

imam mazhab mengenai rujuk. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbaharui akad nikah. Redaksi “tanpa memperbaharui akad nikah” mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam talak ba‟in, ini tidak disebut rujuk tapi muraja‟ah karena akad baru bergantung pada kerelaan suami dan istri.2


1 Ahli fiqh yang dimaksud adalah Alburrahman al-Juzairi dan Ibnu Rusyd, serta Muhammad bin „Abdurrahman asy-Syafi‟i al-Dimasyqi.
Abdurrahman al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, pada tahun 1299 H/1882 M. Beliau mendalami fiqh semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Al-Jurjawi pernah menjadi guru besar di Ushuluddin dan menjadi salah satu anggota Hai‟ati Kibaril Ulama.

Beliau meninggal dunia di kota Helwan tahun 1359 H/1941 M. www.wikipedia/abdurrahman-al-juzairi (diakses pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, Pukul 16.42 WIB).

Ibnu Rusyd memiliki nama asli Abu Walid Muhammad bin Rusyd, dilahirkan di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 10 Desember 1198/520 H. Ia dikenal dengan nama Averroes dan menjadi filsuf dari Andalusia, Spanyol. Kehidupannya sebagian besar dipergunakan untuk mengabdi sebagai kadi (hakim) dan fisikawan. Sebagai komentator atas karya-karta Aristoteles, Ibnu Rusyd banyak mempengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan, termasuk mempengaruhi pemikiran Thomas Aquinas. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah Bidayatu al-Mujtahid, Kulliyaat fi al-Tib (buku kedokteran), dan Fasl al-Maqal fi ma Bait al-Hikmat wa al-Syariat. www.wikipedia/ibnu_rusyd (diakses pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, Pukul 16.42 WIB).

Muhammad bin „Abdurrahman asy-Syafi‟i ad-Damasyqi adalah ulama kenamaan yang juga terkenal dalam penulisan buku-buku fiqh bermazhab Hambali, termasuk dalam fiqh perbandingan mazhab.

2 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 853.
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Fuqaha lain mendefinisikan, rujuk adalah kondisi di mana suami atau hakim menghilangkan hak bersenang-senang dengan istri karena ditalak. artinya, bila suami menjatuhkan talak raj‟i terhadap istrinya, ia terlarang untuk bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk. Bila suami berniat rujuk, berarti ia menghilangkan larangan tersebut. Seperti itu pula bila suami menjatuhkan talak bid‟i kepada istri dan suami tidak mau merujuknya. Dalam kasus ini, hakim mengembalikan istrinya secara paksa dan dengan demikian larangan untuk bersenang-senang dengan istri hilang. Artinya, talak raj‟i melarang suami bersenang-senang setelah masa „iddah habis, dan rujuk menghilangkan larangan yang berlaku setelah habisnya masa „iddah tersebut, bukan sebelumnya. Berdasarkan definisi di atas, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya sebelum masa „iddah istri habis tanpa niat rujuk. Hanya saja pendapat ini syadz. Pendapat yang mahsyur adalah pendapat pertama, yaitu tidak boleh bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk.3 Menurut mazhab Maliki, dalam pendapatnya yang mahsyur bahwa rujuk akan terjadi melalui persetubuhan antara suami-istri yang telah berniat rujuk, sekalipun suami belum mengucapkan lafazh rujuk kepada istrinya.4

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa suami harus memiliki dua syarat dalam hal rujuk, yaitu: Harus baligh dan harus berakal sehat. Orang yang merujuk tidak disyaratkan harus berstatus merdeka, tidak disyaratkan sehat fisik, dan bahkan orang yang sedang berihram untuk manasik haji atau umrah pun boleh melakukan rujuk. Adapun syarat untuk istri ada tiga macam yaitu:


3 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV…, h. 853-854.
4 Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 353.
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Tertalak namun bukan talak ba‟in, berada dalam masa „iddah pernikahan yang sah, dan suami mencampuri istri secara halal (bukan dikala haid, di masa berihram baik sebelum dan sesudahnya).5

Terdapat dua hal yang memberlakukan rujuk, pertama adalah perkataan jelas yang disertai dengan niat, maupun perkataan kiasan asalkan didasari dengan niat rujuk.6

Menurut mazhab Maliki, kehadiran saksi dalam rujuk hukumnya adalah sunnah,7 demikian juga menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang menyepakati bahwa kehadiran saksi bukanlah syarat, namun mustahab. Diriwayatkan dari ar-Rafi‟i bahwa para ulama pengikut mazhab Maliki mengatakan bahwa syarat rujuk dengan adanya saksi tidak diperoleh dalam kitab-kitab yang mahsyur dari Maliki. Namun, al-Qadhi Abdul Wahhab dan al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mazhab Maliki memandang sunnah adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat tersebut.8

2. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa „iddah. Mempertahankan hak milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak raj‟i bila masa „iddah berakhir. Rujuk setelah talak artinya menghilangkan kemungkinan tersebut, mempertahankan dan meneruskan hak


5 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV…, h. 861-863.
6 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 863-864.
7 Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid, Jilid II, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 524.
8 Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab..., h. 353.
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milik tersebut. Karena itulah, fuqaha Hanafiyah menyebut hak milik yang masih ada, sebab kuasa untuk mempertahankan pernikahan karena talak raj‟i masih ada, tidak terhenti. Berdasarkan Alquran Surat Al-Baqarah/2 ayat 288, diketahui bahwa radd artinya rujuk, yaitu mempertahankan kuasa yang masih ada, bukan mengembalikan hak milik yang telah hilang, seperti yang mungkin terlintas menurut pemahaman sepintas bahwa “mengembalikan” disebut untuk sesuatu yang telah hilang meski belum hilang dengan sesungguhnya.9

Talak raj‟i adalah faktor yang menyebabkan hilangnya hak milik, namun tidak berlaku seketika itu juga, baru berlaku setelah berakhirnya masa „iddah. Dengan demikian, merujuk artinya mempertahankan hak milik yang masih ada. Sehingga ini tidak berbeda antara redaksi “mengembalikan hak milik yang masih ada” dan redaksi “mempertahankan hak milik yang masih ada”. Redaksi “di masa „iddah” artinya rujuk hanya berlaku pada masa „iddah masih ada dan belum habis. Yang dimaksud masa „iddah adalah masa „iddah wanita yang telah dicampuri dengan sebenarnya. Apabila seseorang menjatuhkan talak raj‟i terhadap istrinya yang telah dicampuri, ia memiliki hak untuk merujuk kembali selama si istri masih berada di masa „iddah. Sementara apabila yang bersangkutan mentalak istrinya yang telah berduaan dengannya namun belum dicampuri, si istri menunggu masa „iddah dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk, istrinya tertalak ba‟in. Seperti halnya bila si istri belum dicampuri sama sekali. „Iddah bagi wanita yang sudah berduaan


9 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV…, h. 852.
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dengan suami disyariatkan sebagai langkah antisipatif. Tidaklah termasuk tindakan antisipatif menganggap wanita yang benar-benar belum dicampuri, talaknya sebagai talak ba‟in. Berdasarkan penjelasan di atas, talak raj‟i adalah faktor yang menyebabkan hilangnya hak milik setelah berakhirnya masa „iddah. Suami masih berhak sepenuhnya atas istrinya selama masih berada dalam masa „iddah. Ia boleh bersenang-senang dengan istrinya tanpa niat merujuk, namun makruh tanzihi. Bila suami melakukan sesuatu yang bersifat syahwat dengan istrinya, maka tindakan seperti ini dinilai sebagai rujuk meski tidak dimaksudkan untuk rujuk. Seperti itu juga bila si istri melakukan hal yang sama dengan suami.10

Menurut mazhab Hanafi hanya lafazh saja, untuk tempat dan sesuatu yang dirujuk berada di luar inti rujuk. Lafazh terdiri dari dua, yaitu: Perkataan tegas (sharih) dan perkataan kiasan (kinayah), serta dapat juga melalui perbuatan atau tindakan, baik berupa hubungan seksual maupun aktifitas syahwat lainnya. Adapun syarat rujuk menurut Imam Hanafi ada empat macam, yaitu: Pertama, talak yang dijatuhkan adalah talak raj‟i dengan syarat: Bukan talak tiga, bukan talak satu dengan kompensasi baik dengan lafazh khulu‟ dan semacamnya atau dengan lafazh talak, bukan talak satu sebelum istri dicampuri, bukan talak satu dengan ciri-ciri atau menyerupai sesuatu yang mengisyaratkan talak ba‟in, bukan berupa kata-kata kiasan yang memberlakukan talak ba‟in dengan niat atau indikasi keadaan; Kedua, tidak


10 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 852-853.
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disyaratkan hak pilih dalam rujuk; Ketiga, tidak dikaitkan dengan waktu; Keempat, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu;11

3. Mazhab Syafi‟i

Menurut mazhab Syafi‟i, rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak (bukan talak ba‟in–pen) setelah masa „iddah. Rujuk hanya berlaku bagi istri yang telah disetubuhi yang ditalak tanpa kompensasi dan jumlah talaknya belum habis. Di samping itu, dia masih (berada –pen) dalam masa iddah, masih halal dan tidak murtad.12 Talak raj‟i mengharamkan istri atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing. Dengan demikian suami tidak boleh bersenang-senang dengannya meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri. Karena itu hak milik suami berkurang. Rujuk dengan mengembalikan suami pada pernikahan utuh yang membolehkannya untuk bersenang-senang dengan istrinya. Meski demikian, wanita yang ditalak raj‟i statusnya masih berada dalam ikatan pernikahan. Talak mengurangi pernikahannya dan rujuk mengembalikannya pada pernikahannya secara utuh. Fuqaha yang lain menjelaskan, arti mengembalikan istri ke dalam pernikahan lagi adalah mengembalikannya pada hal-hal yang menjadi konsekuensi pernikahan, yaitu bersenang-senang. Pendapat ini sepertinya menyatakan, rujuk artinya mengembalikan istri agar suami bisa bersenang-senang lagi dengannya.13

Imam Nawawi menyatakan bahwa –di dalam mazhab Syafi‟i– rujuk tidak diterima dengaan kalimat menggantungkan, dan tidak sah dengan perbuatan


11 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 860-861.
12 Imam Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi‟i) Jilid 2..., h. 120.
13 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV…, h. 854.
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seperti persetubuhan14 Dengan kata lain suami yang telah menjatuhkan talak raj‟i kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk. Berbeda dengan pendapat fuqaha Hanafiyah yang menyatakan, suami boleh bersenang-senang dengan istri berupa aktifitas seksual maupun lainnya. Menurut fuqaha Hanafiah, bersenang-senang dengan istri dengan syahwat adalah rujuk meski suami tidak berniat rujuk, namun makruh tanzihi.15

Pendapat mazhab Syafi‟i mengharuskan adanya lafazh rujuk –walaupun

lafaz rujuk tidak didengar langsung oleh Istrinya– di samping niat rujuk,16 bersenang-senang dengan istri haram hukumnya jika hanya memiliki niat rujuk saja tanpa disertai lafazh rujuk.17 Sedangkan fuqaha Hanabilah menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak kadang dengan kata-kata tertentu dan kadang berupa aktifitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tidak.18

Menurut mazhab Syafi‟i, pihak yang merujuk adalah suami atau wakilnya bila ia menunjuk perwakilan untuk merujuk istrinya, atau walinya bila yang bersangkutan gila setelah menjatuhkan talak raj‟i ketika masih normal. Ada tiga syarat bagi pihak yang merujuk yaitu: harus berakal sehat dan harus baligh.19 Menurut Imam Syafi‟i memiliki dua pendapat mengenai kehadiran


14 Imam Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi‟i)…, h. 120.
15 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV…, h. 854-855.
16 Imam Syafi‟I, Musnad…, h. 848.
17 Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab..., h. 353.
18 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 855.
19 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 866-867.
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saksi dalam rujuk, kehadiran saksi dalam rujuk hukumnya adalah wajib,20 namun pendapat yang terkuat ialah disunahkan.21

4. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak –bukan talak ba‟in– kepada pernikahan seperti sediakala tanpa akad. Ini merupakan definisi yang menyeluruh, tidak ada celah untuk dibantah. Selanjutnya fuqaha Hanabilah menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak kadang dengan kata-kata tertentu dan kadang berupa aktifitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tidak.22

Menurut mazhab Hambali, „iddah tidak wajib bagi istri yang ditalak kecuali bila suaminya telah mencapai usia minimal sepuluh tahun dan istri telah mencapai usia sembilan tahun. Sebab anak laki-laki berusia 10 (sepuluh) tahun sudah bisa mengeluarkan air mani dan anak perempuan berusia sembilan tahun sudah bisa dinikahi, dan „iddah disyariatkan untuk menghilangkan janin yang ada di dalam rahim. Berakal sehat dan baligh merupakan dua syarat bagi murtaji‟ menurut fuqaha Hanabilah, sekalipun ia masih kecil namun sudah mencapai usia tamyiz maka rujuknya sah, baik budak maupun orang merdeka. Murtaji‟ manapun yang memiliki kecakapan untuk menikah meski pernikahannya tergantung pada izin wali, talak dan rujuk yang dilakukannya hukumnya sah. Sedangkan syarat bagi istri yang dirujuk (mahal) yaitu: harus berstatus sebagai istri dengan akad nikah yang


20 Imam Asy-Syafi‟i, Al Umm…, h. 368. Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid, Jilid II..., h. 524.

21  Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab..., h. 353.

22 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 855.
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sah, istri yang dirujuk harus disebut secara spesifik, istri yang dirujuk harus halal, istri yang dirujuk harus dalam keadaan ditalak bukan fasakh.

Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, walaupun dilakukan tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya.23 Lafazh rujuk dapat dilakukan baik dengan tegas maupun dengan kiasan, lisan maupun tulisan. Lafazh rujuk harus bebas dari lisan/ucapan lain selain dari kalimat rujuk, steril dari syarat-syarat atau kompensasi, dan tidak dibatasi waktu. Sedangkan perbuatan rujuk harus dengan persetubuhan.24

B. Pencatatan Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab

1. Pencatatan Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam

Indonesia  telah  melalui  beberapa  tahapan  pemberlakuan  peraturan

perundang-undangan berkenaan dengan rujuk. Dimulai dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura,25 kemudian diikuti pembelakuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan


23 Ibnu Qudamah, Umdatul Fiqh…, h. 203.
24 Ibnu Qudamah, Umdatul Fiqh…, h. 203. Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab: Jilid IV..., h. 868-878.
25 “Undang Undang ini disebut Undang Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama”. Undang
Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 6 Ayat (1) dan (2).
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Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.26 Kata kunci yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut ialah “pengawasan perkawinan”.27 Terakhir, peraturan mengenai pencatatan rujuk tercatat di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan28 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)29. Rujuk akan terjadi setelah suami mengucapkan rujuknya dan disetujui oleh istri yang dirujuk, untuk selanjutnya masing-masing pihak yang bersangkutan beserta para saksi yang hadir menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk sebagai bukti sah rujuk dalam hukum positif Indonesia.30

Peristiwa rujuk haruslah dicatat sehingga memperoleh legalitas dari pemerintah berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang tercantum dalam


26 Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 tidak ditemukan pernyataan eksplisit yang menyatakan bahwa nikah yang tidak tercatat berhukum tidak sah. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seseorang yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (4).
27 Dijelaskan secara eksplisit bahwa perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Meneter Agama. Talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syariat Islam harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1)
28 Kecenderungan menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat perkawinan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 45 ayat (1a) dan ayat (2).
29 “Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 167 ayat (2).

30 “Setelah itu, suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 167 ayat (4).
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Buku Pendaftaran Rujuk.31 Aturan tentang pencatatan rujuk itu merupakan aturan lanjutan dari ketentuan yang sebelumnya terdapat di dalam regulasi yang lebih tinggi. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan,32 dengan demikian seharusnya rujuk pun juga harus memenuhi prosedur administratif yang berlaku di Indonesia.

Apabila kita menelusuri aturan ini lebih jauh dari sudut pandang historikal peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Sistim Hukum Indonesia, maka kuat dugaan bahwa prosedur tersebut diadopsi dari ketentuan hukum Belanda yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa seseorang yang akan bercerai harus lebih dahulu didamaikan di pengadilan sebelum perceraiannya disahkan oleh pengadilan,33 perceraian demikian juga dengan rujuk haruslah dilakukan di


31 “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 166.

32 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

33 “Hak menuntut suatu perceraian akan menjadi gugur, apabila antara suami istri telah terjadi suatu perdamaian, tak bedalah di sini, apakah perdamaian itu berlangsung kiranya setelah diketahuinya peristiwa-peristiwa yang sedianya boleh dipakai sebagai alasan untuk melancarkan tuntutan itu, ataukah berlangsung setelah tuntutan dimajukan di muka Hakim. Perdamaian yang demikian menurut undang-undang telah terjadi, apabila suami-istri berkumpul lagi dalam rumah tinggal yang sama, setelah yang terakhir ini dengan izin Hakim meninggalkan rumah tinggal mereka bersama”. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 216. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 53-54.
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muka persidangan dan dibukukan di dalam register catatan sipil,34 dalam hal

perdamaian antara para pihak terjadi maka rujuk dapat dilaksanakan.

2. Pencatatan Rujuk menurut Fiqh Empat Mazhab

Tidak ada perintah maupun anjuran pencatatan rujuk di dalam fiqh empat

mazhab, demikian pula tidak ditemukan di dalam kitab kuning sebagai salah satu sumber hukum perkawinan yang telah dijadikan pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, tidak ditemukan pendapat ulama di Indonesia yang menganjurkan agar perkawinan itu dicatat.

Memang ditemukan penjelasan mengenai perintah mencatat dalam transaksi (perniagaan) dalam Alquran Surat Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

34 Kitab Undang undang Hukum Perdata, Pasal 221.

75

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah35 tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.


35 Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
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Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah di atas adalah ayat terpanjang di dalam Alquran dan dikenal dengan nama ayat al-Mudayanah (ayat hutang-piutang). Ayat tersebut antara lain membicarakan tentang anjuran –atau menurut sebagian ulama– kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis hutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.36

Berdasarkan tafsir ayat di atas, diketahui bahwa di dalam Alquran terdapat anjuran pencatatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan muamalah, spesifik kepada persoalan hutang-piutang. Tidak didapati perintah yang menyatakan bahwa peristwa-perisiwa hukum muamalah yang berada dalam lingkup al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga) seperti nikah, talak, dan rujuk harus dicatatkan.

Kendatipun tidak ada dalil lain dari ayat Alquran yang digunakan untuk melegitimasi pencatatan perkawinan dan perkawinan kurang cocok jika diistilahkan dengan transaksi, tujuan pencatatan nikah-talak-rujuk pada dasarnya tidak berbeda dari tujuan pencatatan dalam transaksi mu‟amalah, bahkan nikah-talak-rujuk dapat dikatakan lebih penting kedudukannya oleh sebab akad yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama lahir batin dalam sebuah ikatan yang kokoh.


36 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 602.
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Telah dimaklumi bahawa persyaratan pencatatan itu tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, tidak ada reaksi terbuka dari ulama-ulama di Indonesia atas ketentuan tersebut. Hingga saat ini masyarakat Islam di Indonesia masih mendua dalam menyikapi peraturan pencatatan rujuk demikian juga pada pencatatan talak dan pencatatan perkawinan.

Masih banyak orang yang mempertanyakan apakah rujuk yang tidak tercatat tersebut dari segi agama menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya yaitu bahwa jika seluruh rukun dan syarat rujuk dapat dipenuhi, maka suatu perbuatan rujuk tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan rujuk tanpa tercatat yang pada waktunya dapat mengacaukan proses hukum dan hak-hak keperdataan anak yang dihasilkannya, khususnya pada kasus rujuk yang tidak tercatat terhadap talak yang tercatat. Dengan istilah lain konsekuensi sosiologis yang dihasilkan dari perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fiqh Empat Mazhab akan mengakibatkan orang merasa nyaman melakukan rujuk bawah tangan (rujuk tanpa tercatat) karena merasa memperoleh legitimasi dari mazhab fiqh yang memang memiliki wibawa hukum lebih kuat ketimbang produk hukum negara.

Pada tataran akademisi pun terdapat dua golongan ahli yang memandang persoalan keabsahan rujuk terkait dengan gap yang terjadi antara ketentuan agama dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelompok pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa rujuk yang dilakukan berdasarkan aturan agama
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dan keyakinan dari kedua belah pihak yang sebelumnya telah melakukan perkawinan yang sah. Menurut kelompok ini, pencatatan bukanlah syarat sah, melainkan sebagai syarat kelengkapan administrasi. Sedangkan pendapat yang kedua dilontarkan oleh para ahli hukum yang berpatokan pada penafsiran sistimatis (penafsiran antar undang-undang secara menyeluruh). Mereka berpendapat bahwa pencatatan merupakan syarat sah. Oleh karena itu, perbuatan hukum dalam bidang perkawinan yang tidak dicatat baik itu nikah, talak, dan rujuk yang tidak tercatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan, talak, dan rujuk semestinya wajib tercatat sesuai amanat instruksi presiden, sebab peristiwa hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban berikut konsekuensi sosial yang kompleks. Mengenai tidak adanya anjuran pencatatan pada era fiqh klasik, menurut peneliti hal tersebut semata-mata dikarenakan tingkat amanah umat Islam pada masa itu relatif tinggi dan persebaran penduduk belum terlalu luas dan heterogen, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan/atau merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.

Menilik aturan hukum di negara-negara lain di dunia Islam, maka kita akan memperoleh perbedaan yang signifikan dalam hal keabsahan suatu perbuatan rujuk. Jika rujuk tanpa tercatat, secara hukum agama Islam akan tetap berhukum sah oleh sebab telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Kondisi yang demikian mirip dengan aturan hukum perkawinan di negara Pakistan. Di
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negara Pakistan, legislator di negara tersebut membuat peraturan bahwa dalam melakukan nikah, talak, dan rujuk, seluruhnya haruslah tercatat. Para perancang ordonansi di negara Pakistan mendasarkan pada ayat Alquran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang saja hendaknya selalu dicatatkan. Tidak syak lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting, lebih penting dari hutang piutang.37 Pelanggaran terhadap pencatatan tersebut tidak membatalkan rujuk yang dilakukan, hanya sebatas pelanggaran administratif yang diganjar dengan penjara ataupun denda.38 Keadaan berbeda dengan hukum di negara kita yang tidak berani menjatuhkan pidana penjara terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif berat semisal pencatatan perkawinan, pencatatan talak, dan pencatatan rujuk.

Iran dan Yordania adalah dua contoh negara yang memiliki pengaturan yang tegas dalam hal pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk. Setiap warga negara berkewajiban untuk mendaftarkan rujuk pada lembaga yang berwenang. Negara Iran bahkan menetapkan hukuman penjara selama 1 (satu) hingga 6 (enam) bulan terhadap pelaku rujuk tanpa tercatat.39 Sedangkan negara Yordania menggariskan ketentuan bahwa perkawinan, talak, dan rujuk akan berhukum sah dari sudut pandang agama dan hukum positif jika ia didaftarkan dan memperoleh keputusan yang berkekuatan


37 Atho‟ Muzdhar, Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim ..., h. 212.
38 Asep Saepudin Jauhar, dkk., Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group & UIN Jakarta Press, 2013), h. 28.
39 “Every marriage and divorce must be duly registered; failure to do so would be an offence” Marriage Laws 1931, Chapter 1. Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 215.
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hukum tetap dari seorang Qadi.40 Demikian juga dengan Singapura, negara ini menerapkan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka.

Regulasi yang lebih rigid lagi berkenaan dengan fiqh munakahat ditemui di negara Maroko. Negara kelahiran Ibnu Rusyd ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif. Bahkan Pemerintah Maroko menjadikan tanda tangan dua saksi adil („udul) sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Walaupun demikian, negara ini tetap tidak menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.41

Menilik perbandingan-perbandingan yang terjadi di berbagai negara muslim, maka pendapat Ibnu al-Qayyim layak untuk dikedepankan untuk menengahi persoalan tersebut.42 Di mana sebuah hukum dapat berubah-ubah disebabkan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.


40 “The Qadi or a person specially deputed by him shall attend the marriage ceremony and arrange to register it” (Chapter 20), “Postponement of the operation of a divorce to a future time is valid, provided the dissolution of marriage is actually intended. An unregistered divorce cannot be pleaded by the husband before a Qadi” (Chapter 76-77). Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, 1972), h. 81 & 83.
41 Asep Saepudin Jauhar, dkk., Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional
42 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), seorang ulama mazhab Hambali, ia menyatakan
bahwa: “Perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Tidak sedikit orang yang karena minimnya kelmuan yang dimiliki terjerembab ke dalam lembah kekeliruan mendasar mengenai ajaran syariat. Mereka menjerumuskan diri ke dalam kesempitan dan kesukaran serta bersikeras memaksakan untuk menerapkan hukum yang semestinya tidak ada akses untuk diterapkan. Syariat Islam berdiri di atas pondasi kebijaksanaan dan kepentingan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, syariat Islam bercirikan keadilan, rahmah, maslahah, dan hikmah. Karena itu, setiap masalah yang menyimpang dari sifat kezaliman, dari rahmah menuju azab, dari maslahah menuju mafsadah, dari hikmah menuju kesia-siaan, maka masalah tersebut tidaklah termasuk dalam lingkaran syariat Islam walaupun dipaksakan untuk dimasukkannya dengan jalan takwil”. Abu Yasid, Islam Moderat, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 132-133.
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C. Kehadiran Saksi Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab

1. Kehadiran Saksi Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan kehadiran saksi-saksi sebagai syarat pada Buku Pendaftaran Rujuk. Setelah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut fiqh munakahat, seorang suami dapat mengucapkan rujuknya dan menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. Penandatanganan tersebut diikuti oleh istri dan saksi-saksi yang telah dihadirkan. Keadaan tersebut berlaku baik terhadap rujuk yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun rujuk yang dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN).43

Peraturan yang demikian menempatkan saksi-saksi rujuk dalam posisi yang sangat penting dalam suatu peristiwa rujuk. Sebab, suatu peristiwa rujuk tidak dapat diterima keabsahannya secara administratif jika tidak ada saksi yang dihadirkan. Dengan kata lain, peristiwa rujuk tidak dapat dicatatkan ke dalam Buku Pendaftaran Rujuk jika rujuk tersebut luput dari kehadiran para saksi.


43 “Setelah itu, suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk” (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 167 ayat [4]); “Dalam hal rujuk dilakukan di Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku

Pendaftaran  Rujuk  dan  yang  lain  disimpan”  (Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  tentang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 168 ayat [1]).
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2. Kehadiran Saksi Rujuk menurut Fiqh Empat Mazhab

Pandangan umum dalam fiqh klasik menjelaskan bahwasanya disunahkan

untuk melakukan persaksian dalam rujuk, sedangkan menurut pendapat yang sahih, hal itu tidaklah wajib.44

Ali ash-Shabuni, seorang ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat, hukum mempersaksikan rujuk itu hukumnya adalah sunnah oleh sebab perintah Allah swt.45 Imam Malik dan Imam Syafi‟i, dan salah satu dari dua pendapat imam Ahmad juga seperti ini. Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad dalam pendapatnya terakhir menyatakan bahwa mempersaksikan rujuk itu wajib, sedangkan dalam kasus mempersaksikan perceraian adalah sunnah.46

Zainuddin „Abdul „Aziz al-Malibariy menulis dalam Fathul Mu‟in:

يسَُي ,اهَيَْلعَ ُداهَشْلْاِْ طُرََتشُْي لََوَ

Artinya: “Tidak disyaratkan mempersaksikan rujuk, tapi disunnahkan”.47

Ibnu Rusyd, seorang fuqaha yang bermazhab Maliki dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa para fuqaha berselisih pendapat tentang saksi, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa ia disunahkan, sedangkan imam Syafi‟i berpendapat


44 Ali bin Said al-Ghamidi, Tafsir Ayat-ayat Ahkam…,  h. 318
45 Alquran Surat Al-Baqarah/2: 282.
46 Imam Asy-Syafi‟i, Al Umm…, h. 638; Ibnu Qudamah, Umdatul Fiqh…, h. 203. Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2..., h. 658.
47 Zainuddin „Abdul „Aziz al-Malibariy, Fathul Mu‟in, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 168.
bahwa ia wajib.48 Silang pendapat antara qiyas dan lahir nash terhadap
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ini disebabkan oleh adanya pertentangan ayat Alquran Surat Ath-Thalaq/65: 2:

Artinya:
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.49

Menurut Ibnu Rusyd, ayat di atas menghendaki wajibnya mendatangkan

saksi.
Akan
tetapi,
penqiyasan
hak
tersebut
dengan
hak-hak
lain
yang

diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya,

penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada nadb (sunah).50

Imam  Hanafi,  Imam  Maliki,  dan  Imam  Hambali
(dalam  salah  satu

riwayatnya51) mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam rujuk bukanlah suatu

syarat,  namun  bersifat  mustahab.  Sedangkan  Imam  Syafi‟i  memiliki  dua


48 Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa`), h. 524.
49 Ada sebuah mazhab yang mewajibkan kehadiran saksi, yaitu mazhab al-Zahiri. Alasannya ialah karena saksi merupakan rukun dalam pernikahan, maka saksi juga merupakan syarat untuk melestarikan pernikahan tersebut. Demikian juga dalam Syi‟ah Imamiyah yang menyatakan bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak dan rujuk. Dalam perkembangan berikutnya, tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang dideskripsikan oleh ulama-ulama fiqh sebagaimana yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara muslim. Lihat: Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, (Bandung: Jakarta: Amzah, 2009), h. 277.
50 Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid…, h. 625.
51 Ibnu Qudamah, Al Mughni…, h. 603.
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pendapat mengenai kehadiran saksi ini. Pertama, yang paling sahih adalah disunahkan. Kedua, adanya saksi merupakan syarat. Seperti ini juga pendapat Imam Hambali dalam riwayat yang lainnya.

Ulama Syafi‟iyyah mempersyaratkan adanya dua orang saksi yang menyaksikan rujuk sama halnya pada saat akad nikah. Dalam hal rujuk tersebut menggunakan saksi, maka perkataan yang merupakan ucapan rujuk harus dilakukan dengan jelas dan dimengerti oleh para saksi.52

Diriwayatkan dari al-Rafi‟i bahwa para ulama pengikut Mazhab Maliki mengatakan bahwa syarat rujuk dengan adanya saksi tidak diperoleh dalam kitab-kitab yang masyhur dari Maliki. Namun al-Qadhi Abdul Wahhab dan al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, mazhab Maliki memandang sunah adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat tersebut. Demikian juga yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hubairah, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi‟i, dalam kitab al-Ifshah.53

Muhammad Ali ash-Shabuni yang bermazhab Hanafi menambahkan bahwa terdapat empat pendapat jumhur berkenaan dengan kehadiran saksi rujuk, yaitu:

a. Setelah Allah swt. mempersilahkan suami untuk mempertahankan atau menceraikan lalu mengiringinya dengan menyebutkan masalah persaksian. Maka dapat dimaklumi bahwa jatuhnya rujuk ialah ketika


52 Khotibul Umam dan Angger Sigit Pramukti, Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 6.57.
53 Muhammad bin ‟Abdurrahman al-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 353.
85

suami merujukinya, dan Allah swt. tidak mempersyaratkan penyaksian dalam hal rujuk;

b. Sebagian fuqaha sependapat bahwa perceraian yang disebutkan dalam hal itu maksudnya adalah meninggalkan istri sampai habis iddahnya, sedang perceraian itu sendiri telah jatuh (sah) meskipun tanpa dipersaksikan, dan disebutnya masalah penyaksian setelah penceraian tidak menjadi syarat sahnya perceraian, demikian pula halnya dengan rujuk;

c. Perceraian adalah menjadi haknya suami dan boleh dijatuhkan tanpa penyaksian dan tanpa diperlukan kerelaan pihak lain, rujuk juga menjadi hak suami, maka rujuk pun harus dibolehkan tanpa dipersaksikan;

d. Perintah Allah untuk mempersaksikan rujuk, hanya untuk berhati-hati dan demi menghindari adanya salah sangka (tuduhan) terhadap suami istri. Sebab, jika misalnya hanya diketahui talaknya saja tanpa diketahui bahwa mereka telah rujuk, atau tidak diketahui talaknya, maka akan menimbulkan wasangka buruk orang lain.54
Dengan demikian, keberadaan saksi tidak dibutuhkan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi, ulama sepakat mengatakan bahwa adanya sakasi itu dianjurkan untuk ikhtiyati (kehati-hatian) saja.

Jumhur fuqaha dari kalangan Salaf maupun Khalaf berpendapat, bahwa talak itu jatuh tanpa adanya saksi, karena talak adalah hak seorang laki-laki dan tidak perlu adanya bukti untuk melakukan haknya. Tidak ada riwayat dari


54 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2…, h. 658.
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Rasulullah saw. dan juga para sahabat yang menunjukkan dipersyaratkan adanya saksi.55 Bertolak dari ketentuan di atas, maka secara qiyas hal yang sama dapat diberlakukan pada rujuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rujuk merupakan hak seorang laki-laki dan juga tidak memerlukan adanya saksi sebagai syarat sah keberlakuannya.

Kebutuhan tentang adanya saksi dalam hal rujuk adalah sangat penting dalam zaman modern seperti saat sekarang ini. Keadaan demografi dan kependudukan serta tertib administrasi dapat menjadi alasan yang kuat untuk perlunya menghadirkan saksi di dalam peristwa rujuk. Mungkin persoalan kemaslahatan sosial menjadi pertimbangan Imam Syafi‟i menjadikan kehadiran saksi sebagai syarat rujuk dalam pendapat keduanya (qaul jadid).

Tidak ada perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqh mazhab Syafi‟i dalam hal saksi rujuk, terutama jika mengacu kepada pendapat baru (qaul jadid) dari Imam Syafi‟i. Walaupun demikian, di beberapa negara yang menganut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kehadiran saksi masih menjadi persyaratan administratif saja, belum dapat dikategorikan ke dalam persyaratan sah atau tidaknya suatu rujuk dilakukan dalam sudut pandang agama, mengingat kedua mazhab tersebut tidak mencantumkan kehadiran saksi sebagai syarat dalam rujuk sebagaimana yang telah peneliti kemukakan diatas.


55 Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 505.
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D. Persetujuan Istri dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab

1. Persetujuan Istri dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam Persetujuan istri merupakan salah satu poin penting yang diangkat dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan yang menyangkut persetujuan istri dapat ditemukan dalam Pasal 164.56 Jika rujuk dilakukan oleh suami tanpa disertai dengan persetujuan dari istri, maka rujuk yang dilakukan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.57

Berkenaan dengan Pasal 164 jo. Pasal 165 dapat dilihat bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya. Dalam konteks di atas, ada upaya menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara dalam rujuk. Ada kesan bahwa pasal tersebut dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengurangi dominasi suami terhadap istri berkenaan dengan hak menentukan nasib rumah tangganya.

2. Persetujuan Istri dalam Rujuk menurut Fiqh Empat Mazhab

Tidak ada riwayat dari Rasulullah saw. dan juga tidak ada keterangan

dari para sahabat yang menunjukkan dipersyaratkan adanya saksi dalam rujuk. Menurut ketentuan fiqh, suami dapat merujuk istrinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Implikasinya ialah ada satupun imam mazhab yang menjelaskan perlunya persetujuan, keridhaan atau kerelaan istri


56 “Seorang wanita dalam „iddah talak raj‟i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

57 “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.
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sebagai syarat dalam rujuk, sebab merujuk istri merupakan hak mutlak yang dimliki oleh suami selama istri dalam masa „iddah.

Allah swt. berfirman di dalam Alquran Surat Al-Baqarah/2:228:

…

Artinya:
“…dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Berkenaan dengan ayat di atas Imam Syafi‟i menyatakan bahwa:

“Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa „iddah, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti ruuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.”58

Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa:

“Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, „Saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya‟, atau „Saya kembali kepadanya‟, atau „Saya kembali menahannya‟. Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kepada istrinya.”59

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam rujuk tidak disyaratkan

adanya  kerelaan  istri,  karena  hak  rujuk  itu  adalah  hak  suami  yang tidak

tergantung
pada
izin
atau
persetujuan
pihak
lain.
Berkenaan
dengan


58 Imam Asy-Syafi’i, Al Umm..., h. 633.
59 Ibnu Qudamah, Umdatul Fiqh…, h. 203.
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pernyataan ini, kalangan liberal dan aktifis gender menyatakan bahwa suami

adalah pihak yang paling diuntungkan dalam Islam yang menganut sistim

kekeluargaan patriarkhi.

Ali Ahmad al-Jurjawi60 memiliki argumentasi mengenai kesan dominasi

pria atas wanita dalam hal talak maupun rujuk. Ia menulis:

“Wanita itu lemah kemauannya, labil pikirannya, kurang tegar saat mendapat kesulitan dan emosinya mudah tersulut. Mudah gembira dan sedih hanya karena hal sepele. Adapun pria, lebih tegar dan lebih mampu memikul beban. Ia tidak cepat mengambil keputusan kecuali setelah dipikirkan dengan matang. Dengan keberadaan talak –dan rujuk– di bawah kendali pria, maka kelanggengan rumah tangga lebih terjamin dan keberlangsungan hidup lebih lama. Pria diwajibkan memberi nafkah dan menjadi kepala rumah tangga, sementara wanita kebanyakan lebih cinta kepada materi. Jikalau hak-hak tersebut diserahkan kepadanya, akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, keberadaan hak-hak tersebut di bawah kendali pria terkandung hikmah yang sangat agung”.61

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa menurut fiqh, suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan oleh

suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Seorang istri memang

memiliki
hak
yang
seimbang
dalam
rumah
tangga
terkait
hak
dan

kewajibannya, akan tetapi dalam persoalan rujuk, suami tetaplah memiliki

tingkatan yang lebih tinggi dari kedudukan seorang istri.

Memperhatikan rukun rujuk yang ditentukan oleh para ulama fiqh, maka

suami adalah faktor sentral yang menentukan terwujudnya rujuk di dalam

sebuah rumah tangga. Selain hak talak ada pada suami, hak rujuk juga ada

padanya, tidak diperlukan persetujuan istri dalam keduanya. Selama masa


60 Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
61 Ali Ahmad al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Alquran dan Sunnah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 264.
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„iddah talak raj‟i, suami boleh merujuk istrinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan juga tanpa disertai mahar.62

Sayyid Sabiq berkata bahwa tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, atas sepengetahuannya, tidak butuh adanya wali, dan hak ini hanya untuk suami. Sebagaimana tidak disyaratkan persaksian padanya, meskipun hal itu disunnahkan karena dikhawatirkan adanya penolakan dari istri setelah suami merujuknya. Rujuk sah dilakukan dengan ucapan, seperti perkataan “Aku merujukmu” atau dengan perbuatan, seperti melakukan hubungan badan dan segala bumbunya, seperti mencium dan menggaulinya dengan disertai syahwat.63

Persetujuan istri tidak menjadi syarat sah suatu rujuk dalam ajaran Islam, sebab pada hakekatnya rujuk menurut syariat merupakan hak suami sepenuhnya sebagaimana telah dijelaskan di muka. Peneliti menduga bahwa langkah yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya adalah upaya antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang muncul setelah rujuk dilakukan, khususnya dalam perkawinan di mana istri kerap kali dirugikan oleh suami. Dapat dibayangkan jika rujuk merupakan suatu pilihan yang buruk dalam perkawinan yang bermasalah, tentu perceraian adalah jalan yang lebih baik.


62 Persetujuan istri akan dapat menjadi suatu keharusan ketika masa „iddahnya habis, sedangkan suami masih berniat untuk kembali. Dalam hal ini maka seorang suami harus memulai rujuk dengan akad beserta mahar yang baru.

63 Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq..., h. 512.
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Permasalahan persetujuan istri ini dapat dipandang dari sudut pandang kemaslahatan64 yang diperoleh dari suatu peristiwa rujuk. Boleh jadi persetujuan istri dapat menjadi parameter untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan, sekaligus sebagai pengimbang dari hak merujuk yang menjadi milik suami sepenuhnya dalam pandangan keempat mazhab fiqh.

Dari sudut pandang yang berbeda, peneliti melihat bahwa dimasukkannya Pasal 164 jo. Pasal 165 dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu urgen. Sejatinya pasal-pasal yang berkenaan dengan keberatan-keberatan istri dan wewenang Pengadilan Agama tersebut dapat diberlakukan secara otomatis manakala tanpa harus menyertakan klausul pasal yang memuat perlunya persetujuan istri dalam rujuk. Dimuatnya Pasal 164 jo. Pasal 165 dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah semata-mata untuk menunjukkan derajat kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia. Menurut peneliti, pasal-pasal persetujuan istri dalam rujuk tersebut tidak diperlukan, sebab sesungguhnya peran pasal-pasal itu telah digantikan dengan pasal lain yang juga memuat hak istri terhadap pilihan melanjutkan perkawinan atau tidak.


64 Maslahat memiliki makna identik dengan manfaat yaitu keuntungan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, dalam terminologi yurisprudensi Islam, para pakar hukum Islam tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya maslahat itu. Pada tataran substansinya, mereka sebenarnya sampai pada satu titik penyimpulan bahwa maslahah adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfa‟ah) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (mudarrah). Lihat Abu Yasid, Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 255.
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Walaupun demikian, jika ditelusuri lebih jauh memang ada Hadis Nabi Muhammad saw., yang menjelaskan bahwa ada hak perempuan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pilihan-pilihan pekawinan yang akan ia jalani.

Rasulullah saw., bersabda:

ًتح نيلأا حكٌت لَ صلى الله عليه وسلم الله لىسر لاق لاق هٌع الله يضر ةريره يبا يع ىا لاق اهًذا فيكو الله لىسراي اىلاق ىذأتست ًتح ركبلا حكٌت لَو رهاتست (هيلع قفته( تكست

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. dia berkata: „Telah bersabda Rasulullah saw.: Janganlah kamu menikahkan janda sebelum kamu memintakan persetujuannya, dan janganlah kamu menikahkan gadis perawan sebelum meminta izinnya. Mereka (para sahabat) bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya? Berkata Rasululah: Yaitu diamnya”. (HR. Muttafaq „alayh)65

Persetujuan secara langsung bagi al-Ayyim (janda) dan izin bagi al-bikr

ketika ia hendak dinikahkan yang tertera di dalam Hadis di atas agaknya

menjadi dasar lahirnya Pasal 164 jo. Pasal 165 terkait wajibnya persetujuan

istri dalam proses rujuk.

Apa yang dilakukan oleh Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal

164
dan
165
ini
sesungguhnya
tidaklah
perlu
dicantumkan
mengingat

eksistensi hak khulu‟ sebagai hak istri di kemudian hari jika tidak menyetujui

kelangsungan
perkwinan.
Akan
tetapi,
mengigat
kondisi
masyarakat

Indonesia khususnya yang beragama Islam sudah mengalami proses peralihan

waktu dan tempat maka hak menyetujui atau tidaknya suatu perbuatan rujuk

dapat saja diatributkan kepada istri. Keadaan ini sesuai dengan kaidah ushul:


65 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram…, h. 249.
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تٌكهلأا و تٌهزلأا ريغتب ماكحلأا ريغت

Artinya: “Perubahan suatu hukum seiring dengan perubahan waktu dan tempat”

تٌكهلأا و تٌهزلأا ريغتب يىتفلا ريغت

Artinya “Perubahan suatu fatwa seiring dengan perubahan waktu dan tempat”

Sesungguhnya agama Islam memberikan hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara (Alquran Surat Ali Imran/3: 195 dan An-Nahl/16: 97). Mereka memperoleh tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sebagian masyarakat liberal bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat.66 Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan manakala kaum laki-laki menuntut haknya saja dari kaum perempuan, sementara di sisi lain ia melupakan hak-hak perempuan. keduanya memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Segala permaslaahan yang terkait dengan kepentingan bersama, dapat ditemukan solusinya sesuai prinsip mu‟asyarah bi al-ma‟ruf dalam Islam.67 Namun demikian, adakalanya masing-masing pihak memiliki keistimewaan yang secara sunatullah bersifat absolut dan tidak dapat diubah-ubah.68


66 PW LTN NU Jatim, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan, Muktamar, Munas, dan Konbes Nasional Nahdhatul Ulama (1926-2004 M), (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 645.

67
Zaitunah
Subhan,
Al-Qur‟an
&
Perempuan:
Menuju
Kesetaraan
Gender
dalam

Penafsiran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 102.

68 “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf dan bagi kaum laki-laki satu tingkat dari kaum perempuan”, Alquran Surah Al-Baqarah/2: 228. Dalam beberapa sisi memang perempuan memiliki tingkatan di bawah laki-laki semisal hak talak, rujuk, wali nikah, dan lain-lain. Akan tetapi, ada kalanya perempuan memiliki hak yang tidak dimiliki oleh laki-laki salah satunya adalah penghormatan kepada ibu tiga kali lebih utama ketimbang penghormatan kepada bapak, termasuk juga ungkapan tentang surga yang berada
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Khusus dalam perkara rujuk, Islam telah menggariskan ketentuan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari Allah swt. Namun, apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh suami, maka istri dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu khulu‟. Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini, maka sebenarnya pasal persetujuan istri terhadap rujuk tidak diperlukan.

Berkenaan dengan persoalan khulu‟, Imam Syafi‟i menyatakan bahwa hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya khulu‟, istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami merujuknya kecuali dengan pernikahan yang baru.69 Dengan adanya khulu‟, maka suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri karena khulu‟ itu adalah thalaq ba‟in.

Seorang istri yang tidak suka kepada suaminya dan tidak sanggup bergaul bersama, maka diperkenankan “menebus” dirinya dan “membeli” kemerdekaannya melalui jalan mengembalikan harta yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya berupa mahar ataupun hadiah dengan sedikit berkurang atau lebih menurut kesepakatan bersama,70 atau sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama.

Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang peneliti uraikan di atas, maka tanpa menggunakan Pasal 164 jo. Pasal 165 pun, istri tetap memiliki hak yang


di bawah telapak kaki ibu. Keduanya merupakan ketentuan Islam mengenai kelebihan perempuan dibanding dengan laki-laki.

69 Musthafa Dib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab
Syafi‟i..., h. 372.

70 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Jabal, 2007), h. 226.
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seimbang dengan suami dalam pilihan-pilihan perbuatan hukum dalam fiqh munakahat dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, dengan adanya hak khulu‟ yang dimiliki oleh istri, maka Pasal 164 jo. Pasal 165 di dalam Kompilasi Hukum Islam menurut hemat peneliti tidak terlalu penting untuk dimuat.

E.
Analisis Perbandingan dan Titik Temu Konsep Rujuk antara Kompilasi

Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab

Konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan rujuk dalam perspektif fiqh empat mazhab memiliki beberapa perbedaan. Rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menekankan aspek persyaratan administratif di samping aspek keislaman, sedangkan fiqh empat mazhab memandang rujuk adalah sebagai peristiwa yang privat dan hanya melibatkan suami dan istri. Aspek administratif ini dapat dikategorikan sebagai perkembangan dari pemikiran-pemikiran yang ada di dalam fiqh.

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang mendistorsi rujuk dari wilayah privat menjadi wilayah yang semi-publik. Rujuk yang sejatinya merupakan persoalan internal sebuah keluarga secara mutlak bergeser menjadi persoalan yang dapat diketahui oleh pihak lain kendatipun secara terbatas.

Hal yang paling urgen dalam persoalan rujuk dari sudut pandang kedua kutub hukum adalah keabsahan atau sahnya perbuatan rujuk. Masing-masing ketentuan baik yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang terdapat di dalam Fiqh Empat Mazhab memiliki persyaratan masing-masing. Untuk
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mempermudah analisis dapat peneliti sajikan dalam butir-butir pembahasan berikut:

1. Syarat Sah Rujuk

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu kepada Fiqh Empat Mazhab dalam

hal rukun rujuk. Akan tetapi, berkenaan dengan syarat sah rujuk, keduanya sedikit memiliki perberbedaan. Perbedaan yang didapati dari perbandingan kedua kutub hukum utamanya ada pada perbedaan syarat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya syarat administrasi, sedangkan hal yang demikian tidak didapati di dalam ketentuan yang digariskan oleh Fiqh Empat Mazhab. Kewajiban rujuk tercatat, kehadiran saksi-saksi rujuk, dan persetujuan istri menjadi tiga butir penting yang esensial dalam persyaratan administrasi rujuk yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam. Uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan di atas dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

Tabel 4.

Perbandingan Syarat Sah Rujuk

	
	Perbedaan
	
	
	Konsep Kompilasi
	
	
	
	
	
	Konsep Fiqh Empat Mazhab
	

	
	Syarat
	
	
	Hukum Islam
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rukun Rujuk sesuai Mazhab

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mazhab Maliki: Suami, istri, dan lafazh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	baik tegas maupun kias;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mazhab Hanafi: Lafazh saja (baik

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	perkataan tegas/kiasan maupun

	
	
	
	
	
	
	
	perbuatan), selain itu dianggap di luar inti

	
	Rukun
	
	
	Mengikuti Rukun
	
	
	
	
	
	
	
	rujuk;

	
	
	
	
	Rujuk Hukum Islam
	
	
	
	
	
	Mazhab Syafi‟i: Suami atau yang

	
	Rujuk
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mazhab Syafi‟i
	
	
	mewakilinya, istri, dan lafazh tegas/kias;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mazhab Hanbali: Sama dengan Mazhab

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Syafi‟i, bedanya rujuk dapat terjadi walau

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tanpa lafaz asalkan ada persetubuhan.
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	Syarat sah sesuai mazhab

	
	
	
	
	Mazhab Maliki: Suami baligh dan berakal

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Syarat sah Hukum
	
	
	
	
	sehat, istri tertalak raj‟i, istri berada

	
	
	
	
	dalam masa „iddah perkawinan yang sah,

	
	Islam, ditambah
	
	
	

	
	
	
	
	
	suami mencampuri istri secara halal;

	
	Syarat Sah
	
	
	
	

	
	
	
	Mazhab Hanafi: Suami baligh dan berakal

	
	Administratif
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Syarat Sah
	
	
	
	
	sehat, talak berjenis talak raj‟i, tidak

	
	KHI pasal 163-169
	
	
	
	

	Rujuk
	
	
	
	
	disyaratkan hak pilih, tidak dikaitkan

	
	Ada pencatatan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	dengan waktu, tidak dikaitkan dengan

	
	rujuk, dihadiri saksi-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	syarat tertentu;

	
	saksi, ada
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Mazhab Syafi‟i: Secara umum sama

	
	persetujuan istri.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	seperti Mazhab Maliki dan Hanafi;

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Mazhab Hambali: Secara umum sama

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	seperti Mazhab Maliki dan Hanafi.


Titik temu antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab yaitu dimungkinkan pertambahan syarat sah secara administratif dalam praktik rujuk di Indonesia dengaan mempertimbangkan maslahah, istihsan, dan „Urf. Akan tetapi, syarat sah menurut fiqh tetaplah harus dibedakan dengan syarat sah administratif. Syarat sah administratif sesungguhnya hanyalah bersifat komplementer saja dan tidak meniadakan atau menggantikan syarat sah secara fiqh. Pada keadaan darurat, penambahan syarat sah administratif dapat menjadi wajib untuk dipenuhi selayaknya syarat sah secara fiqh menurut ketentuan agama.

2. Pencatatan Rujuk

Sebenarnya  pertentangan  yang  secara  kasat  mata  dapat  dicermati  antara

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fiqh Empat Mazhab menyoal pencatatan rujuk tidak perlu terjadi. Pertentangan sebagaimana yang peneliti maksudkan dapat dihilangkan dengan menggunakan pendekatan qiyas (analogi) yang bersifat aulawi (lebih utama) antara pencatatan perkawinan dengan pencatatan transaksi mu‟amalah. Ditambah lagi jika memperhatikan pendekatan kaidah-kaidah fiqh (qawa‟id al-fiqhiyyah), maka kerumitan pertentangan tersebut dapat diatasi.
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Terdapat sebuah kaidah yang berbunyi: “Sesuatu yang menentukan sempurna tidaknya suatu kewajiban akan hukumnya wajib juga”, sehingga berdasarkan kaidah tersebut maka rumitan pertentangan tersebut dapat diatasi. Berdasarkan kaidah yang dimaksud maka rujuk sesungguhnya tidak sempurna tanpa proses pencatatan, maka pencatatan itu hukumnya menjadi wajib demi kesempurnaan rujuk tersebut.71 Penggunaan kaidah ini bertolak dari asumsi bahwasanya pencatatan rujuk adalah suatu ketentuan yang sengaja dibuat oleh Pemerintah guna menyempurnakan kualitas dari suatu perkawinan yang akan kembali direnda. Penyempurnaan tersebut memiliki kaitan dengan status perkawinan sebagai bagian dari syariat Islam yang sangat penting. Sehingga aturan yang dapat menyempurnakan perkawinan haruslah diadakan, termasuk di dalamnya pencatatan rujuk.

Pencatatan rujuk merupakan persoalan yang penting dalam administrasi perkawinan di Indonesia. Status perkawinan seseorang dapat diakses dari keterangan-keterangan administratif yang terkumpul di suatu lembaga. Adapun manfaat dari perlunya pencatatan tersebut ialah untuk menjamin hak-hak keperdataan masing-masing pihak dan pihak lain yang menerima konsekuensi dari akibat perbuatan hukum yang dilakukan.

Pencatatan administrasi awalnya merupakan himpunan catatan milik pemerintah yang terkait hak-hak kenegaraaan seperti tugas-tugas negara, kekayaan negara, dan para pejabat negara, termasuk pada tentara dan para pegawai. Umar bin Khattab ra., merupakan orang pertama yang membuat catatan


71
Imam
Syaukani,
Rekonstruksi
Epistemologi
Hukum
Islam
Indonesia,
(Jakarta:
PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006), h. 254-255.
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administrasi yang dikenal disebut dengan istilah diwan.72 Seiring dengan berjalannya waktu, maka administrasi kemudian menjalar ke tataran “akar rumput”, termasuk diberlakukan pada bidang-bidang kebutuhan pendataan warga negara di suatu negara.

Menurut Imam al-Mawardi, pemerintah memiliki dua fungsi yaitu sebagai institusi pembuat hukum sekaligus sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. Selain mengatur kepentingan umat (siyasatu al-ummah), pemerintah juga wajib melindungi agama (hirasatu al-millah), selama pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik masyarakat wajib mematuhi dan mendukung aturan-aturan hukum yang sesuai dengan prinsip kebaikan dan kebenaran.73

Apabila diteliti lebih jauh, secara historis Civil Codes and Laws on Courts 1931 merupakan akar intelektual dari pencatatan perkawinan yang diadopsi oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.74 Salah satu ketentuan yang diatur di dalam Civil Codes 1931 tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang diakui keabsahannya adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi, demikian pula tentang talak dan rujuk sebagai konsekuensi dari terbitnya akta perkawinan. Di samping Civil Codes 1931, beberapa ulama (salah satunya Sayyid Sabiq) juga menganjurkan pencatatan perkawinan demi kemaslahatan.75


72  Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta:

Qisthi Press, 2014), h. 350.

73 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam..., h. 14-15.
74 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 64.
75 SA. Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 57.
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Dasar konsep maslahah sebagaimana yang dimaksud adalah kaidah ushul berikut ini:

حلاصولا بلج يه ًلوأ دسافولا ءرد

Artinya:
“Menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil maslahah”.

Sedangkan menurut para Imam Mazhab yang menjadi dasar penetapan hal ini adalah Alquran Surat al-Baqarah/2 ayat 228, yaitu:

Artinya:
“Dan suami-suaminya berhak merujukinya, dalam masa menanti itu (masa „iddah), jika mereka para suami menghendaki islah (rujuk)”.

Peneliti memandang kententuan hukum yang ditetapkan oleh ulama mazhab bahwa bagi seorang suami memiliki hak atas kehendak rujuk yang diajukan kepada istri yang telah ditalak (raj‟i) olehnya selagi masih dalam masa „iddah. Karena dalil yang dipakai oleh ulama mazhab adalah qath‟i. sedangkan ketetapan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tentang adanya persetujuan istri dalam menentukan diterima atau tidaknya kehendak seorang suami yang ingin merujuk kembali istrinya yang dalam talak raj‟i serta masih dalam masa „iddah, adalah suatu upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para ulama (mujtahid) yang berada di Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh para ulama Indonesia ini bukanlah merupakan penolakan terhadap ketetapan hukum Islam yang telah dilakukan oleh para ulama mazhab, akan tetapi merupakan upaya dinamisasi dan fleksibilitas serta pengembangan hukum Islam khususnya di Indonesia.
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Sebagaimana yang dikenal di berbagai negara di mana pencatatan rujuk telah menjadi suatu keniscayaan, maka kondisi yang sama dapat menjadi sebuah kebiasaan di dalam negara-negara muslim. Pencatatan rujuk dapat didasarkan kepada landasan hukum kaidah ri‟ayah al-dharurat wa al-hajat (memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan) oleh sebab banyaknya kebaikan-kebaikan yang muncul dari pencatatan tersebut di samping keharusan pencatatan itu dilakukan. Pencatan rujuk menonjolkan prinsip raf‟ul haraj (menghilangkan kesulitan) yang mungkin saja dapat menghindarkaan persoalan-persoalan maladministrasi di masa yang akan datang. Mencermati berkembangnya pola demografi (kependudukan) di dalam masyarakat Indonesia, tentu pencatatan sebagai bagian dari administrasi sangatlah diperlukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat saja terjadi.76 Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, pencatatan rujuk kendatipun tidak ada di dalam ketentuan Fiqh Empat Mazhab tetaplah dapat diakomodir sebagai syarat pencatatan demi kemaslahatan. Kondisi tersebut sesuai dengan kaidah inti yang diistilahkan oleh „Izzudin Ibnu Abd al-Salam yaitu Jalbu al-Masalih wa Daf‟u al-Mafaasid maupun pernyataan al-Syathibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah mengenai rekayasa hukum demi terciptanya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Selain mengedepankan maslahah (kemaslahatan), pencatatan rujuk dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang dapat dianggap bertujuan kepada suatu kebaikan (istihsan) sekaligus merupakan bagian dari „urf


76 Fiqh yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia sekarang ini pada umumnya adalah hukum fiqh hasil ijtihad ulama-ulama zaman keemasan Islam yang telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) abad, tentu dalam rentang waktu yang sepanjang itu telah menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Lihat Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 170.
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atau adat kebiasaan yang sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Dikatakan sesuai dengan istihsan dikarenakan ketentuan mengenai pencatatan rujuk merupakan sebuah langkah pembaharuan dalam hukum perkawinan yang bertujuan untuk mencapai tertib administrasi. Sedangkan dikatakan sesuai dengan „urf/al-‟adah yaitu pencatatan rujuk telah menjadi kebiasaan yang berlaku di seluruh negara muslim.

Mengacu kepada pendapat Abu Ishaq al-Syathibi tentang dua jenis adat yang dapat menjadi pertimbangan penetapan hukum,77 maka pencatatan rujuk masuk ke dalam kategori „adah al-„ammah (adat kebiasaan yang umum) berlaku di seluruh negara yang penduduknya menganut agama Islam.

Hukum Islam menerima kebiasaan yang baik (al-shahihah) selama kebiasaan tersebut membawa kemaslahatan untuk diterapkan. Pencatatan rujuk memenuhi unsur-unsur kebiasaan yang baik dan bermanfaat serta jauh dari unsur keburukan dan kemudaratan. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan akan menjadi teraturnya administrasi negara dalam bidang kependudukan ketika aturan pencatatan rujuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Demikian sebaliknya, administrasi bidang kependudukan akan menjadi carut-marut sebagai akibat banyaknya talak dan rujuk yang dilakukan di bawah tangan. Sehingga dapat peneliti katakan bahwa syarat pencatatan dalam suatu perbuatan rujuk merupakan upaya dalam memberikan daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam.


77 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 79.
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3. Kehadiran Saksi

Mazhab Syafi‟i dan mazhab Hambali, sebagaimana peneliti kemukakan di

muka, mewajibkan kehadiran saksi sebagai syarat sah suatu perbuatan rujuk. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran saksi-saksi dalam melakukan perbuatan hukum saat ini telah menjadi suatu kebutuhan. Khususnya dalam bidang hukum perdata, terkhusus lagi dalam bidang hukum perkawinan. Tujuannya ialah untuk menjamin kepastian hukum dan alternatif pembuktian adanya persitiwa rujuk. Apabila perkawinan dan talak mengharuskan keberadaan dua orang saksi yang menyaksikannya, maka dalam peristiwa rujuk pun kehadiran saksi juga tak kalah penting. Selain sebagai alasan prosedur administratif, kehadiran saksi dalam rujuk memiliki kesamaan dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, yaitu menyatukan suatu ikatan perkawinan yang sebelumnya terpisah.

Kehadiran saksi-saksi dalam rujuk dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya mewujudkan kemaslahatan sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian. Sama halnya dengan negara-negara muslim yang bermazhab Syafi‟i lainnya,78 kehadiran saksi-saksi dalam peristiwa rujuk mutlak diperlukan sebagai pembuktian-pembuktian apabila dikemudian hari nantinya dibutuhkan saksi-saksi dalam berbagai problematika hukum keluarga.


78 Hukum positif di Indonesia mengedepankan peran pengadilan dalam memutuskan perkara talak dan rujuk dan mengedepankan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memutuskan rujuk. Terdapat pemisahan wewenang yang memiliki perbedaan dengan negara muslim lainnya. Brunai Darussalam misalnya, negara ini hanya mengandalkan hakim (kadi) sebagai instrumen hukum sentral yang memegang kekuasaan dalam memberikan legitimasi terhadap perkawinan, perceraian, dan juga rujuk. Khusus mengenai rujuk, ia hanya dapat terjadi jika istri mengetahuinya dan menyetujuinya. Kadi dapat mengeluarkan perintah untuk rujuk kepada suami dan istri, jika rujuk tersebut telah memperoleh persetujuan dari istri. Lihat Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 148; Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries..., h. 202.
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Teori maslahah lebih dikedepankan dalam hal kehadiran saksi ini. Sebab, kehadiran saksi sesungguhnya betujuan untuk menjamin kemaslahatan terhadap suatu perbuatan hukum rujuk. Kompilasi Hukum Islam sepakat dengan fiqh mazhab Syafi‟i dan mazhab Hambali dalam persoalan ini.

4. Persetujuan Istri

Kendatipun istri tidak memiliki hak dalam kehendak rujuk yang diajukan oleh

suami, persoalan persetujuan istri di sini menurut hemat peneliti tetap perlu diperhatikan dalam menyikapi persoalan-persoalan kasuistis. Misalnya talak-rujuk yang terjadi dalam perkawinan seorang perempuan yang baik-baik dengan laki-laki yang tidak baik. Pada kasus tersebut tentulah persetujuan istri menjadi sentral dalam menegakkan kemaslahatan, dibutuhkan kerelaan atau keridhaan istri terhadap keinginan rujuk yang diajukan oleh suaminya. Dalam permasalahan ini, asas maslahat dapat dikedepankan dengan melihat baik atau buruknya dampak yang timbul dari rujuk yang dilakukan.

Selain dapat dipandang dari aspek baik atau buruknya, persetujuan istri dapat menjadi kontrol penyeimbang terhadap hak merujuk yang sepenuhnya adalah milik suami. Walaupun tidak menjadi sebuah syarat dari keabsahan rujuk dalam perspektif Fiqh Empat Mazhab, persetujuan istri merupakan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh negara untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat rujuk yang dipaksakan. Dalam kondisi ini, dapat dilihat titik temunya ialah bahwa hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi, teori maslahah kembali dapat
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dipergunakan sebagai alasan dirumuskannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait persetujuan istri dalam rujuk sebagai syarat terjadinya rujuk di Indonesia.

Persetujuan istri juga dapat disandarkan kepada istihsan, di mana meminta persetujuan istri dianggap sebagai suatu kebaikan dan menjamin kelangsungan pernikahan ke depan. Sebab, kondisi perkawinan yang perbuatan rujuknya dipaksakan (tanpa persetujuan istri) tentu akan berbeda dengan kondisi perkawinan yang rujuknya disetujui oleh seorang istri, di mana istri secara sukarela melakukan rujuk dengan suaminya dan menyepakati untuk kembali membangun rumah tangga dengan dasar keiklasan bukan paksaan.

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, peneliti telah menyimpulkan keterangan-keterangan tersebut dalam bentuk tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 5.

Hasil Analisis Perbedaan Konsep Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dan Fiqh Empat Mazhab

	
	Aspek
	
	
	Inpres No.
	
	
	Mazhab
	
	Mazhab
	Mazhab
	
	Mazhab
	

	
	yang
	
	
	1/1991
	
	
	Imam
	
	Imam
	Imam
	
	Imam
	

	
	diteliti
	
	
	tentang KHI
	
	
	Maliki
	
	Hanafi
	Syafi’i
	
	Hanbali
	

	
	
	
	
	Sesuai Fiqh
	
	
	Syarat sah mengacu pada Hukum Islam menurut
	

	
	
	
	
	Syafi‟i +
	
	
	
	

	
	Syarat sah
	
	
	
	
	
	masing-masing fiqh. Secara umum syarat sah
	

	
	
	
	
	Hukum
	
	
	
	

	
	Rujuk
	
	
	
	
	
	mencakup: Suami, Istri, dan lafazh rujuk atau
	

	
	
	
	
	Positif
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	perbuatan rujuk.
	
	
	

	
	
	
	
	Indonesia
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pencatatan
	
	
	Wajib (Syarat
	
	
	Tidak ada
	
	Tidak ada
	Tidak ada
	
	Tidak ada
	

	
	Rujuk
	
	
	Administrasi)
	
	
	pencatatan
	
	pencatatan
	pencatatan
	
	pencatatan
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Persetujuan
	
	
	Wajib (Syarat
	
	
	Tidak
	
	Tidak
	Tidak
	
	Tidak
	

	
	Istri
	
	
	Administrasi)
	
	
	perlu
	
	perlu
	perlu
	
	perlu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kehadiran
	
	
	Wajib (Syarat
	
	
	Sunah
	
	Sunah
	Syarat Sah
	
	Syarat Sah
	

	
	Saksi
	
	
	Administrasi)
	
	
	(ikhtiyati)
	
	(ikhtiyati)
	rujuk
	
	rujuk
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Titik Temu Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Empat Mazhab

	
	
	Kehadiran saksi rujuk

	Pencatatan rujuk dapat
	Persetujuan istri dapat
	sudah merupakan syarat

	menjadi syarat rujuk
	menjadi syarat rujuk
	sah dalam mazhab

	dengan menggunakan
	dengan menggunakan
	Syafi‟i-Hambali.

	instrumen hukum Islam
	instrumen hukum Islam
	Dalam perspektif

	berupa maslahah, istihsan,
	yaitu maslahah dan
	mazhab Maliki-Hanafi

	dan „Urf.
	istihsan.
	dapat menggunakan

	
	
	maslahah dan istihsan.


Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbedaan konsep antara Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab yang meliputi: pencatatan rujuk,

kehadiran saksi dalam rujuk, dan persetujuan istri dalam rujuk, sejatinya dapat

disinkronkan.
Ketiganya
memiliki
titik
temu
yakni
dengan
menggunakan

instrumen hukum Islam berupa maslahah, istihsan, dan juga „urf.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab terlihat dalam tiga aspek yaitu: Pencatatan rujuk, kehadiran saksi, dan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan ketiganya sebagai syarat sah administrasi dalam perbuatan rujuk di samping syarat sah yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh fiqh. Syarat sah administrasi yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dikenal di dalam Fiqh Empat

Mazhab. Fiqh Empat Mazhab hanya menggariskan ketentuan mengenai rukun dan syarat sah rujuk saja, serta tidak mengenal syarat sah administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) kecuali syarat kehadiran saksi yang memang menjadi wajib hukumnya spesifik kepada mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali;

2. Titik temu konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Empat Mazhab ada dalam koridor maslahah, istihsan, dan sesuai dengan ‘urf di seluruh negara muslim. Pencatatan rujuk, kehadiran saksi, dan persetujuan istri yang menjadi syarat sah administrasi perbuatan rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diterima sebagai syarat komplementer yang bersifat melengkapi rukun dan syarat sah rujuk yang telah lebih dahulu ada di dalam Fiqh Empat Mazhab. Syarat

107

108

komplementer tersebut dapat didasari kepada kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhan arsip kenegaraan, sehingga seluruhnya dianggap sebagai hal yang baik bagi tata keteraturan administrasi kenegaraan serta jaminan-jaminan keperdataan di masa yang akan datang.

B. Saran

1. Umat Islam yang berkehendak untuk melakukan rujuk wajib memenuhi persyaratan rujuk yang ditetapkan oleh fiqh dan peraturan perundang-undangan demi jaminan kepastian hukum dan hak-hak keperdataan. Perlu adanya penambahan pasal mengenai sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan yang berkenaan dengan pencatatan rujuk sehingga ketentuan pencatatan rujuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakat muslim. Kementerian Agama sebaiknya memperhatikan bahwa persoalan rujuk tidak tercatat sama pentingnya dengan persoalan nikah dan talak yang tidak tercatat, sehingga instansi-instansi terkait seperti BP4 dan penyuluh agama dapat bahu-membahu dalam menangani persoalan-persoalan rujuk yang terjadi dalam masyarakat khususnya tentang pencatatan rujuk, kehadiran saksi, dan persetujuan istri;

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai fiqh munakahat, khususnya mengenai urgensi syarat sah administrasi rujuk yang meliputi pencatatan rujuk, kehadiran saksi rujuk, dan persetujuan istri dalam perbuatan rujuk. Harus ditekankan bahwa syarat sah administrasi tersebut memiliki fungsi yang vital dalam tertib administrasi kenegaraan. Selain sebagai syarat
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komplementer yang melengkapi rukun dan syarat sah rujuk menurut ketentuan fiqh, syarat sah administrasi rujuk dapat memberikan kepastian hukum bagi murtaji dan mahal (para pelaku perbuatan rujuk) beserta keluarganya.
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